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ABSTRAK

KINERJA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2010
Martono
Universitas Terbuka

martono_96@yahoo.com

Kata Kunci : Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Implementasi
Peraturan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah telah melahirkan agenda dan kesepakatan
nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintalian~di“daerah. Disahkannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peiviefintahan Daerah sebagai
pengganti dari Undang-Undang Nomor 22/Tahun” 1999, telah menimbulkan
perubahan mendasar dalam penyelenggardari . pémerintahan daerahnya sendiri.
Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui bagaiimana pelaksanaan fungsi legislasi
dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi oleh
DPRD Kabupaten Sintang dalani pavibentukan Peraturan Daerah (PERDA)
setelah berlakunya otonomi daeréh, khususnya pada tahun 2010.

Penelitian ini bertujdamsuntuk; 1) Menjelaskan dan mengkaji secara lebih
mendalam mengenai Kinerjadari anggota DPRD Kabupaten Sintang, 2)
Menjelaskan faktor-faktor,yang menjadi kendala produktivitas DPRD Kabupaten
Sintang dengan eksektt if’dalam menghasilkan PERDA.

Penelitianini-dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
KabupatenStang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data‘sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode
wawancara observas dan studi kepustakaan. Penentuan sampel dilakukan secara
senggja. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil
penelitian  menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang terhadap implementasi
peraturan daerah dilakukan melalui alat kelengkapan dewan dalam bentuk
kegiatan dengar pendapat, kunjungan kerja, dan pengawasan tentang kinerja
pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DPRD Kabupaten Sintang
dalam menjalankan fungsinya kurang berperan, karena dari 23 jumlah PERDA
yang diusulkan pada tahun 2010 hanya 3 usulan yang berasal dari usulan DPRD,
sedangkan dari 13 PERDA yang sah tidak ada satupun yang berasal dari usulan
DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014. Tetapi di dalam pelaksanaan hak
mengadakan perubahan atas RAPERDA sudah boleh dikatakan meningkat, karena
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terlinat lebih baik dari sebelum adanya perubahan berdasarkan asas-asas
pembentukan perundang-undangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi
kualitas (kurang memiliki keahlian dalam penyusunan PERDA), pengalaman dan
sarana prasarana Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya yang
sangat rendah, serta Peratutan Tata Tertib DPRD yang dianggap terlalu
membatasi sikap dan kinerja Anggota Dewan ini terbukti dengan rendahnya
prakarsa/inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sintang. Sedangkan faktor
eksternal, meliputi hak *““recall” yang dimiliki oleh partai untuk mengontrol
kadernya sangat membatasi kadernya dalam bertindak, mekanisme sistem pemilu
yang di pandang belum berkualitas dan padatnya jadwal yang dilakukan oleh
DPRD.
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ABSTRACT

JOB PERFORMANCE OF PARLIAMENT OF SINTANG REGENCY TO
CARRY OUT THE FUNCTION OF LEGISLATION IN 2010

Martono
Universitas Terbuka

martono_96@yahoo.com

Key Words : Legislation Function of Parliament, Region Regulation
Implementation

With region autonomy, it has created agenda-énd the new national
agreement in government implementation in regien. egalization of institution
number 32 year 2004 about region governmernit{ as replacement of institution
number 22 year 1999, has create the basic changes h government implementation
in the region itself. This research is to know, how to carrying out the legislation
function by parliament of Sintang Regéncy in establishment of region regulation
after region autonomy, especially in:2010.

The purpose of thisresgareh to': 1) Expalin and recite in details about job
performance of parliament stiembers in Sintang Regency, 2) Explain the factors
that become constrain tevyproguctivity of parliament of Sintang Regency with
executive in created region regulation.

This research 15 take place in parliament of Sintang Regency. The data
used in this research are primer data and secunder data. The methods of collecting
the data are“Observation interview and bibliography study. The sample is done
intentional. Copliected datais analiyzed by qualitative descriftive. The result of this
research is 10" show that the implementation of control function of parliament of
Sintang Regency to the region regulation implementation that doing through
completeness tools of parliament such as opinion hearing, work visit and of job
performance.

Based on the result of this research known that the parliament of Sintang
Regency in performing their function is useless, because from 23 region
regulations that suggest in 2010, only 3 suggestion come from parliament, while
from 13 region regulations, there are no one from parliament of Sintang Regency
periode 2009-2014. But in implementation of doing the changes rights on
planning the region regulation is increased, because it is better than before the
changes based on the principles to create institution.

The factor that influence of carry out legislation function of parliament of
Sintang Regency consist of internal and external factor. Internal factor cover
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quality (less of skill in arranging region regulation), experience and infrastructure
of parliament members in carrying out their function of legislation is still lowest,
and the rule of discipline in parliament is too limited attitude and job performance
of parliament members, it is show by less of initiate that create by parliament of
Sintang Regency while external factor, consist of “recall” rights that own by party
to control their cadre, it is very limited their cadre to do something, the
mechanism system of election is less of quality and full agendathat have to do by
parliament.
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dan sumbangan pemikiran, untuk membantu agar Hak Inisiatif DPRD dapat
digunakan dalam memperjuangkan cita-cita dan aspirasi masyarakat, sesua

dengan kehendak UU.
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BAB. ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang fungsi legislasi DPRD
antara lain penelitian yang dilakukan Nurdin Sipayung, meneliti tentang
Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati di Kabupaten Serdang Begadai, sebagai variabeledependen dalam
penelitian tersebut adalah pengawasan DPRD dalam legisiasi, Variabel independen
adalah pengetahuan dewan tentang peraturan daeréh/dan peraturan bupati serta
variabel pemoderasi adalah akuntabilitas, partisipasi.masyarakat, dan transparansi
kebijakan publik. Hasil dari penelitian.tersebut menyimpulkan bahwa, pertama,
fungsi pengawasan DPRD terhadap»pémerintahan daerah, kedua, pelaksanaan
pengawasan DPRD terhadap-tmplementasi peraturan daerah dan peraturan bupati.

Muntoho, mepéliti—tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD (Studi
Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan,
sebagai variabet>dependen dalam penelitian tersebut adalah pelaksanaan hak
inisiatif dari“"DPRD, variabel independen adalah pengetahuan anggota dewan
tentang hak inisiatif DPRD serta variabel pemoderasi adalah partisipasi
masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel
pengetahuan dewan tentang paelaksanaan hak inisiati DPRD dalam pembuatan
PERDA. Kedua interaksi antara pengetahuan dewan tentang hak inisiatif DPRD

dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap PERDA,
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ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang hak inisiatif dengan
transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
PERDA, keempat interaksi antara pengetahuan dewan tentang fungsi legislasi
dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak
berpengaruh positif signifikan terhadap PERDA.

Dhil’s Noviades, meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota
Jambi Periode 2009-2014, sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut
adalah pengawasan DPRD dalam bidang legislasi, variabel independen adalah
pengetahuan anggota dewan tentang fungsi legislasi. Hasid,dart penelitian tersebut
secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsidegisiasi DPRD Kota Jambi
periode 2009-2014 secara signifikan tidak¢berpengaruh terhadap pembuatan
peraturan daerah, tetapi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran
berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah.

Tabe 24 Review Pendlitian Terdahulu

No

Nama
Peneliti/Tahun

T opik Penditian

Variabel yang
Digunakan

Has | Pendlitian

Peraturan Bupati di
Kabupaten Serdang
Begadai

variabel independen
adalah pengetahuan
dewan tentang
peraturan daerah dan
peraturan bupati serta
variabel pemoderasi
adalah akuntabilitas,
partisipasi masyarakat,
dan transparansi

kebijakan publik

1. Nurdin Pengawasan DPRD Variabel dependen Pertama, pengaturan
Sipayung, terhadap Implementasi | adalah pengawasan fungsi pengawasan
(2008) Peraturan Daerah dan DPRD dalam legislasi, | DPRD terhadap

pemerintahan daerah,
kedua, pelaksanaan
pengawasan DPRD
terhadap implementasi
peraturan daerah dan

peraturan bupati
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2. Munoha,
(2006)

Pelaksanaan Hak
Inisiatif DPRD (Studi
Perbandingan Hak
Inisiatif di DPRD
Kabupaten Pemalang

dan Kota Pekalongan

Variabel dependen
dalam penelitian
tersebut adalah hak
inisiatif dari DPRD,
variabel independen
adalah pengetahuan
anggota dewan tentang
hak inisiatif serta
variabel pemoderasi
adalah partisipasi
masyarakat dan
transparansi kebijakan
publik

Pertama, terdapat
hubungan yang positif
signifikan antara
variabel pengetahuan
dewan tentang hak
inisiatif DPRD dalam
pembuatan peraturan
daerah. Kedua interaksi
antara pengetahuan
dewan tentang hak
inisiatif dengan
partisipasi masyarakat
berpengaruh secara
signifikan terhadap
peraturan daerah, ketiga
interaksi antara
pengetahuan dewan
tentang hak inisiatif
dengan transparansi
kebijakan publik tidak
berpengaruh positif
signifikan terhadap
peraturan daerah,
keempat interaksi antara
pengetahuan dewan
tentang hak inisiatif
dengan partisipasi
masyarakat dan
transparansi kebijakan
publik tidak berpengaruh
positif signifikan
terhadap peraturan

daerah
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dalam bidang legislasi,
variabel independen
adalah pengetahuan
anggota dewan tentang
fungsi legislasi

3. Dhil’s Pelaksanaan Fungsi | Variabel dependen Menunjukkan bahwa
Noviades, Legislasi DPRD Kota | dalam penelitian pelaksanaan fungsi
(2009) Jambi Periode 2009- | tersebut adalah legislasi DPRD Kota

2014 pengawasan DPRD Jambi periode 2009-

2014 secara signifikan
tidak berpengaruh
terhadap pembuatan
peraturan daerah, tetapi
pengetahuan anggota
dewan tentang anggaran
berpengaruh terhadap
peranan DPRD dalam
pembuatan peraturan

dderah

B. Konsep Kebijakan Publik

Mustopadijaja (2002:67) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah
suatu keputusan yang dimaksudkan urtuk tujuan mengatasi permasalahan yang
muncul dalam suatu kegiatan,tertenty yang dilakukan oleh instansi pemerintah
dalam rangka penelenggaraanpemerintahan”. Pada sudut pandang lain, Hakim
(2003:80) mengemukakan bahwa ”Studi kebijakan publik mempelajari keputusan-
keputusan pemierintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian
publik”. “Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian
disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan
menyelesakan persoalan publik. Hakim (2002:80) mengatakan bahwa ”Kegagalan
tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures,
rentseeking, second best theory, implementation failures”.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga

tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan maajerial dan kebijakan

teknis operasional. Selain itu, dari sudut pandang manajemen, proses kerja dari
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kebijakan dapat dipandang sebagai serangkaian egiatan yang meliputi (a)
membuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan (c)
evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1981:90) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)
mengatakan bahwa “Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam
proses kegiatan yang bersifat politis”. Aktivitas politis tersebut diatikan sebagai
proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian yang saling
tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kehijakan, (c) adopsi
kebijakan, (d) implementasi kebijakan dan (e)« penilaian kebijakan.
Mustopadidjaja (2002:108) mengatakan bahwa proSes Tormulasi kebijakan dapat
dilakukan melalui tujuh tahapan, yaitu:

1. Pengkajian Persoalan
Tujuannya adalah untuk menémtkan dan memahami hakekat persoalan
dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam huungan
sebab akibat.

2. Penentuan Tujuan
Adalah tahapan unttk Jnénentukan tujuan yang hendak dicapai melalui
kebijakan publikiyang segera akan diformulasikan.

3. Perumusan Adtefnatif
Alternatif. adalah” sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin
diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

4. Penyusunan Model
Mode} adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi
yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam
berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model isik,
model simbolik dll.

5. Penentuan Kriteria
Analisa kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk
menilai alternatif kebijakan yang ditawarka. Kriteria yang dapat
dipergunaka antara lain kriteria ekonomi, hokum, politik,teknis,
administrasi, peran serta masyarakat dll.

6. Penilaian Alternatif
Penilaian alternatif dilakukan dengan mengunakan kriteria dengan tujuan
untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas dan
kelayakan setiap alternatif dalam mencapai tujuan.

7. Perumusan Rekomendasi
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Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang
diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan
kemungkinan dampak yang sekeci-kecilnya.

Dye (1992:86) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa
“Pengertian kebijakan publik adalah “Whatever Governments choose to do or not
to do”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak
dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton dalam Pandji
Santosa (2008:27) mendefinisikan bahwa “Kkebijakan publik sebagai
pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara ~keseluruhan”.
Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan-rumusan keputusan
Pemerintah yang menjadi pedoman guna méngatasi masalah publik yang
menpunyai tujuan, rencana dan program yaig akain dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Anderson dalam ‘“Konyati, dkk (2005:7) mengatakan bahwa
“Kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dan aparaturnya”.) Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan
kegiatan tertentuy, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh
instansi 4yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan
tertentu. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut
lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Demikian pula Theodore Lowi dalam Winarno (2002:51) yang
mengungkapkan bahwa “Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah
prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah di organisasikan dan

bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya”.
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Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan
publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan
publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik
adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan.
Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik
dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk
peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan
perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun.disepakati, yaitu
yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari Kebijakan publik ini
yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Parattran/Keputusan Presiden,
Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Pefaturan/Keputusan Gubernur dan
Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.. Dalam peraturan tertulis, tingkatan
kebijakan publik di Indonesia dapat ‘dikedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain :
1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan
menjadi falsafah .dariterbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yaitu Pancasila‘\dafr"Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan
produk, pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat
Indonesia.

2. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama
antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan
legislatf, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak

memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang
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dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah adalah Undang-
Undang dan PERDA.

3. Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif
saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan
kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan
peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang
dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan
Publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan ¢Remerintah (PP),
Keputusan/Peraturan  Presiden  (Keppres/Perpres);, “Keputusan/Peraturan
Menteri  (Kepmen/Permen),  Keputusan/Pératuran ~ Gubernur,  dan
Keputusan/peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan Publik tidak lahir begitu“saja, namun melalui proses atau
tahapan yang cukup panjang. Misalnya<méenurut Anderson dalam Widodo (2007 :
16) mengatakan bahwa ‘>anhg membedakannya dalam lima langkah proses
kebijakan, yaitu (a) agehda setting, (b) policy formulation, (c) policy adaption, (d)
policy Implementation,(€) policy assessmen/evaluation”. Sementara Riplay dalam
Widodo (2007:16) mengatakan bahwa “Yang membedakannya dalam empat
tahapan, yaiiu (a) agenda setting, (b) formulation and legitimating of goals and
programs, (c) program implementation, performance, and impact, and program”.

Kebijakan publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan
tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari
solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di
Masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua masalah yang berkembang di

masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang
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dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi
yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. Serta kebijakan publik pastinya
tidak akan memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat, akan tetapi pasti
masih ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap suatu kebijakan publik
yang dibuat, hanya saja persentase antara masyarakat yang mersa puas dan tidak
puas haruslah jauh lebih banyak masyarakat yang merasa puas daripada yang
tidak puas.

Berdasarkan keseluruhan uraian maupun pengertian yang disebutkan di
atas, maka dapat diartikan bahwa pengertian kebijakam pubiik adalah apa-apa
yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan matpun tidak dikerjakan oleh
pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak

tertulis.

C. Konsep Kinerja Organisasi
1. Pengertian Kinetja

Robbins, {1996:98) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) menjelaskan
bahwa “Kinerja terupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam
pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam
organisasi”. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat
dicapai dengan baik. Kinerja juga dipandang sebagai fungsi dari interaksi antara
kemampuan, motivasi dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang dipengaruhi
oleh kepuasan kerja.

Carver and Sergiovanni dalam Rahardja (2004:57) menyatakan bahwa

”Kinerja merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota
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kelompok”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kkinerja menunjuk
(mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku seseorang di dalam suatu kelompok
(organisasi).

Pengertian lain dikemukakan Gibson (1996:87) dalam Liestyodono
(uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa ”Sebagai hasil karya timbul dari suatu
kombinasi usaha, kemampuan/keterampilan dan pengalaman seseorang”. Dari
pemahaman/mengenai prestasi kerja tersebut dapatlah disimpulkan bahwa
kemampuan (usaha), motivasi, pengalaman dan kesempatan ¢merupakan faktor-
faktor yang menentukan tingkat prestasi kerja seseorang.«Seorang karyawan akan
memiliki prestasi kerja yang baik jika didukung“oieh kekuatan faktor-faktor
tersebut.

Fatah (1999:19), mendefinisikan.kinerja“atau prestasi kerja (performance)
diartikan sebagai "Ungkapan kemampuan'yang didasari oleh pengetahuan, sikap,
keterampilan, dan motivasi~ dalam menghasilkan sesuatu”. Thomas Gordon
sebagaimana dikutip ofeh*Hariani dan Muhadjir (1990:16) menyatakan bahwa
Kinerja widyaiswara'mefgacu pada profil kkmampuan dasar widyaiswara, yakni:

”.....(1) Kemmampuan menguasai bahan, (2) kemampuan mengelola program
belajar,mengajar, (3) kemampuan diklat, (4) kemampuan menggunakan media,
(5) kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan, (6) kemampuan
mengelola interaksi belajar mengajar, (7) kemampuan menilai prestasi siswa
untuk pendidikan dan pengajaran, (8) kemampuan mengenal fungsi dan

program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, (9) kemampuan mengenal dan
menyelenggarakan administrasi institusi, dan (10) kemampuan memahami

prinsip-prinsip guna keperluan pengajaran..... .
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja
adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan, dan menghasilkan sesuatu

hal. Hal tersebut secara kualitatif atau yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai
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dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan
keterampilan.

Mempelajari berbagai teori dan uraian di atas ditemukan bahwa kinerja
memperlihatkan perilaku seseorang yang dapat diamati, yaitu dia tidak diam tetapi
bertindak, melaksanakan suatu pekerjaan, melakukan dengan cara-cara tertentu,
mengarah pada hasil yang hendak dicapai sehingga kinerja sesungguhnya bersifat
faktual. Dengan demikian dapat disimpulkan konsepsi Kkinerja yang pada
hakikatnya merupakan suatu cara atau perbuatan seseorang dalam melaksanakan
pekerjaan untuk mencapai hasil tertentu. Perbuatan “ tersebut mencakup
penampilan, kecakapan melalui proses atau prosedut. tertentu yang berfokus pada
tujuan hendak dicapai, serta dengan terpenuhinyda standar pelaksanaan dan
kualitas diharapkan.

Dari beberapa pendapat di atas konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan
guna mengukur kinerja widyaiswara adalah:

1. Faktor kualitas kerja,aitu dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan bekerja,
kecepatan penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan kecakapan kerja.

2. Faktor kKuantitas kerja, hal ini diukur dari kemampuan secara kuantitatif di
dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru.

3. Faktor pengetahuan, yaitu meninjau kemampuan pekerja sosial dalam
memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan.

4. Faktor keandalan, yaitu mengukur kemampuan dan keandalan dalam
melaksanakan tugasnya baik dalam menjalankan peraturan maupun inisiatif

dan disiplin.
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5. Faktor kehadiran, yaitu melihat aktivitas widyaiswara dalam kegiatan-
kegiatan rutin kantor, atau diklat.
6. Faktor kerjasama, melihat bagaimana widyaiswara bekerja dengan orang lain

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas.

2. TeoriKinerja

Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai
dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individl atau organisasi
dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan Kinerja. Kinerja adalah
hasil kerja seorang pegawai dalam suatu periede-tertentu yang dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan, misalnya standariarget, sasaran, atau kriteria yang
telah ditentukan terlebih dahulu. Kinefja merupakan keadaan/tingkat perilaku
seseorang yang harus dicapai dengan persyaratan tertentu.

Samsudin (2005:459) /menyebutkan bahwa “Kinerja adalah tingkat
pelaksanaan tugas,‘ang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan
menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan
untuk mencapartujuan organisasi/perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah
penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik
yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya
yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai

dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi
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dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan Kinerja. Seperti yang

diungkapkan oleh Prawirosentono (1999:2) yang mengartikan kinerja sebagai,
”Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing
dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal,
tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Dari pendapat Prawirosentono di atas terungkap bahwa kinerja merupakan
hasil kerja atau prestasi kerja seseorang atau organisasi. Berkaitan dengan hal
tersebut, Gomes (2003:142) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan
bahwa “Kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsinpekeérjaan yang spesifik
atau aktivitas selama periode waktu tertentu”. “Sementara Rivai (2004:14)
mengemukakan bahwa:

”Kinerja adalah hasil atau _tingkat~ keberhasilan seseorang secara

keseluruhan selama periode “t€rtentu di dalam melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai~kemungkinan, seperti standar hasil kerja,
target atau sasaran atau-kriteria'yang telah ditentukan terlebih dahulu dan
telah disepakati bersama®,

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah
hasil kerja atau tingkat perilaku seseorang dalam suatu periode tertentu yang
dibandingkan ~dengan standar target, sasaran, dan Kkriteria yang telah
ditentukan. Kriteria tersebut antara lain adalah pengembangan diri, kerja tim,
komunikasi, jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat.
Kinerja pegawai juga harus dievaluasi terutama yang terkait dengan masalah
produktivitas, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan kerja, dan
keseluruhan Kinerja.

Robbins (2001:187) dalam liestyodono (uduhan Juli 2011) berpendapat

bahwa ”Kinerja karyawan adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40899.pdf

dan motivasi, yaitu kinerja = f(A x M). Jika ada yang tidak memadali, kinerja itu
akan dipengaruhi secara negatif’. Dimensi-dimensi  kinerja tersebut dapat

digambarkan seperti terlihat di bawah ini:

Kemampuan
Pegawai

Kinerja

A A

Motivasi Kesempatan

Sumber :  Robbins (2001) dalam Liestyodono (uduhan Juli)
Gambar 2.1
Dimens Kinerja

Kinerja harus diperlakukan sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga kita
dapat menyingkirkan kendala-kendala terhadap kinerja. Dalam hal ini diperlukan
adanya komunikasi yang berkesinambungan di antara para pekerja agar mereka
mengetahui apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan seberapa jauh
mereka harus bekerja.

Bacal (2004:35) berpendapat bahwa ”Suatu komunikasi Kinerja yang
berlangsung terus menerus, sederhananya merupakan proses dua arah yang
melacak kemajuan, mengidentifikasikan kendala bagi kinerja dan memberi kedua

belah pihak informasi yang mereka perlukan untuk mencapai sukses”.
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Komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus memberi jalan bagi manajer
dan karyawan untuk bekerjasama mencegah timbulnya masalah, menyelesaikan
masalah yang terjadi, dan merevisi tanggung jawab kerja sebagaimana yang
seringkali dibutuhkan di tempat kerja.

Pengelolaan terhadap kinerja bagi seorang manajer bukanlah untuk
bersenang-senang semata, mengambil hati para pekerja, atau melindungi
jabatannya, melainkan agar setiap pekerja memiliki tanggung jawab. Seperti
dikatakan oleh Bacal (2004:147) bahwa ”Alasan sebenarnya.kita mengelola
kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, bagaimanapun
anda mendefinisikan hal itu, dan untuk merancang-bangun-kesuksesan bagi setiap
karyawan yang bertanggung jawab kepada kita”,

Pengelolaan kinerja merupakan_.pendekatan untuk mencapai suatu visi
bersama tentang tujuan dan target, Initerkait dengan cara membantu tiap individu
dan tim untuk mencapai~ patensi yang dimiliki, menyadari peran, dan
kontribusinya bagi pencapdiantarget.

Jones (2002:92) “Galam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengemukakan
bahwa:

"Ketika Sebuah tim memiliki kinerja yang sangat baik, para anggotanya (1)
menetapkan target hasil dan kualitas yang tinggi, (2) mencapai target dan
merayakan kesuksesan, (3) saling memahami dan menghargai perbedaan yang
ada, (4) saling menghormati, (5) berimbang dalam hal peran dan keahlian yang
mereka bahwa ke dalam tim, mempunyai tanggung jawab dan kemandirian
untuk mencapai hasil, (6) berorientasi pada klien, (7) secara teratur meninjau
dan memperbaiki kinerja mereka, (8) suka bekerja bersama-sama dan
termotivasi untuk mencapai target”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai harus

dikelola, terutama untuk mencapai produktivitas dan efektivitas dalam rangka
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merancang bangun kesuksesan, baik secara individu maupun secara organisasi.
Manajemen kinerja merupakan suatu pendekatan untuk mencapai visi, misi,
tujuan, dan target yang akan dicapai melalui kerja tim. Tim yang memiliki Kinerja
baik, maka anggotanya akan menetapkan standar kualitas target, mencapai target,
memahami perbedaan, saling menghormati, berimbang dalam peran, berorientasi
pada klien, mengevaluasi kinerja, dan bekerjasama.

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor yang
mempengaruhinya. Jones (2002:59) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)
mengatakan bahwa ”Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang
buruk, antara lain (1) kemampuan pribadi, (2)\.Kemampuan manajer, (3)
kesenjangan proses, (4) masalah lingkungan{ (5)“situasi pribadi, (6) motivasi”.
Sedangkan Gordon (1994:260) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)
mengatakan bahwa:

”Kelompok kerja berprestasitinggi memiliki pemimpin yang berhasil membina
serta memelihara semarigat’ dan motivasi bawahan guna mencapai tingkat
produktivitas yang “\dipandang perlu oleh organisasi agar kebutuhan-
kebutuhannya terpenuhr”.

Kedua“pendapat di atas mengisyaratkan bahwa tinggi rendahnya kinerja
pegawai tergantung kepada keyakinan mereka terhadap kepemimpinan, sasaran,
dan pekerjaan mereka sendiri. Cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan
keyakinan pegawai baik individu maupun kelompok adalah dengan menunjukkan
tindakan dan perkataan informal bahwa pimpinan mempercayai mereka. Hal ini
berarti faktor kepemimpinan memiliki peranan yang cukup besar terhadap kinerja

pegawai.
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Berdasarkan pendapat pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja
adalah sifat dan karakteristik suatu pekerjaan yang dinyatakan sebagai catatan
kerja seseorang, dengan kriteria pengembangan diri, kerja tim, komunikasi,
jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat, kecelakaan kerja,
absen tanpa izin, kesalahan dalam kurun waktu. Kriteria kinerja setiap orang
didasarkan kepada tugas dan tanggung jawab keseharian yang ditargetkan
kepadanya. Kinerja berfungsi sebagai alat untuk memberi informasi bagi pekerja
dan atasannya mengenai bagaimana seseorang telah melakukangpekerjaan. Kinerja
adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan dan karakter kepribadian.

Dalam rangka melacak kemajuan kinerja, niengidentifikasi kendala, dan
memberi informasi dalam suatu organisasi, digerlukan adanya komunikasi kinerja
yang berlangsung terus menerus sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan
masalah yang muncul. Karena alasan;sebenarnya mengelola kinerja adalah untuk
meningkatkan produktivitas-dan, efektivitas, serta merancang-bangun kesuksesan
bagi setiap pekerja.

Pengelolaan_kinefja akan melibatkan individu dan tim terutama dalam
mencapai target=Bila tim itu memiliki Kinerja yang baik, maka anggotanya akan
menetapkari Kualitas target, mencapai target, saling memahami dan menghargali,
saling menghormati, tanggung jawab dan mandiri, berorientasi pada Kklien,
meninjau dan memperbaiki Kinerja, bekerja sama dan termotivasi.

Pemimpin dalam menumbuhkan dan mengembangkan kerja tim, dapat
melakukan hal-hal berikut (1) bangun kepercayaan di antara para anggota staf,
dukung kejujuran dan keterbukaan diantara para anggota kelompok. (2) hargai

mereka yang berjasa bagi tim. Pemimpin dapat menekankan arti penting kerja tim.
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Beritahu mereka bahwa yang dinilai tidak hanya keberhasilan pribadi, tetapi juga
kemampuan mereka. (3) gunakan istilah-istilah seperti ’kita’ apabila sedang
membicarakan kelompok secara keseluruhan. Ini akan menguatkan ide bahwa
mereka bagian integral dari kinerja kelompok. (4) pembentukan tim dengan cara

memilih di antara para anggota kelompok yang dianggap memiliki potensi.

3. Faktor-faktor yang M empengaruhi Kinerja

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Jones (2002:92) dalam Liestyodono [(uduhan Juli 2011)
mengatakan bahwa “Banyak hal yang menyebabkansterjadinya kinerja yang
buruk, antara lain: (1) kemampuan pribadi,< (2)- kemampuan manajer, (3)
kesenjangan proses, (4) masalah lingkungar, (5)sttuasi pribadi, (6) motivasi”.

Wood, at. al. (2001:91) dalam=Liestyodono (uduhan Juli 2011) melihat
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu (job performance) adalah
”Sebagai suatu fungsi dari ‘interaksi atribut individu (individual atribut), usaha

kerja (work effort) dan-dukungan organisasi (organizational support)”.

Individual Atribut
(Capacity to
Perform)

Y

A

A
Y

Job Performance

Y Y

Organizational

Work Effort ol
(Willingness to ppor

Perform) < > (Opportunity to
Perform)

Sumber: Wood, Wallace & Zeffane (2001) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)
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Gambar 2.2
Dimensions of Individual Performance
Sementara itu Zainun (1989:51) mengemukakan ada tiga faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu “(1) ciri seseorang, (2) lingkungan luar, dan

(3) sikap terhadap profesi pegawai”. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

tersebut digambarkan sebagai berikut:

LINGKUNGAN ORGANISASI KERJA
LUAR : = Kebijaksanaan dan
= Budaya filsafat manajemen
* Hukum | = Struktur dan tingkat
= Politik i pengupahan da
= Ekonomi penghargaan
= Sosial = Gaya Kepemimpinan
= Teknologi = Syarat-syarat kerja
= Kesejahteraan = Kelempok kerja dan
hakiKat
Y Y

CIRI SESEORANG
= Kemampuan
= Kepribadian

y

KINERJA
PEGAWAI

Sumber : Zainug(1989:51)
Gambar 2.3
Keterkaitan Faktor yang M empengaruhi Kinerja Seseorang
Berkaditan dengan dimensi kinerja seperti yang diungkapkan di atas lebih
jauh mengungkapkan bahwa pengelolaan kinerja akan berdampak terhadap

manajemen organisasi secara umum, sebagaimana diragakan oleh tabel berikut

ini:

Variables Key Factor Managerial Implications
Individual Demographic, to do a good job recruiting,
attributes competency and selecting, and training

psychological empl oyees
characteristics
Work effort Motivation to work to do a good job of allocating
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work related reward.
Organizational Work group dynamics, to do a good job planning,
support organization, size, organizing, directing, and
structure, and controlling work flows and the
technology, resources, work setting.
goals, leadership

Sumber: Schermerhorn, Hunt dan Osborn dalam Liestyodono (uduhan Juli
2011)
Tabe 2.2
Management Implication for Variabel in The Individual
Performance Equation
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kinerja pegawai harus dikelola atau
dimanajemen, terutama untuk mencapai produktivitas ‘dan efektivitas dalam
rangka merancang bangun kesuksesan, baik secara individu maupun organisasi.
Dengan demikian, manajemen kinerja merdpakan suatu pendekatan untuk
mencapai visi, misi, tujuan, dan target”yang akan dicapai melalui kerja tim. Tim
yang memiliki kinerja baik, maka anggotanya akan menetapkan standar kualitas
target, mencapai target, mé¢mahamii perbedaan, saling menghormati, berimbang
dalam peran, berorientasi, pada klien, mengevaluasi kinerja, dan bekerja sama.
Seperti yang diunigkapkan oleh Jacobus (2001:57) dalam Liestyodono (uduhan
Juli 2011) ‘mengatakan bahwa “Aspek penting dari kinerja tim adalah tingkat
keyakinan mereka terhadap kepemimpinan, sasaran, dan pekerjaan mereka
sendiri”.
Selanjutnya Gordon dalam Widodo (2002:260) mengatakan bahwa
“Kelompok kerja berprestasi tinggi memiliki pemimpin yang berhasil membina
serta memelihara semangat dan motivasi bawahan guna mencapai tingkat

produktivitas yang dipandang perlu oleh organisasi agar kebutuhan-kebutuhannya

terpenuhi”.
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Kedua pendapat di atas mengisyaratkan bahwa tinggi rendahnya Kinerja
pegawai tergantung kepada keyakinan mereka terhadap kepemimpinan, sasaran,
dan pekerjaan mereka sendiri. Cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan
keyakinan pegawali, baik individu maupun kelompok adalah dengan menunjukkan
tindakan dan perkataan informal bahwa pimpinan mempercayai mereka. Hal ini
berarti faktor kepemimpinan memiliki peranan yang cukup besar terhadap kinerja
pegawai, sebagaimana diragakan oleh Schermerhorn, et. al. (1983:76) dalam

Liestyodono (uduhan Juli 2011) seperti pada gambar berikut:

___________________ > Individual
X Attributes
|
|
. Individual -\ .
Managerial Work Individual Individual Work
Acton Y OrK i Work Effort Performance
Motivation
|
|
. _____IN > Organizational
Support

---- Lines directmanagerial attention and action

—— Lines,detual influence on individual work performance

SumberxSchermerhorn, et. al. dalam Liestyodono (uduhan Juli)

Gambar 2. 4
Individual Work Performance as Seen from The Managers View Point

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah
sifat dan karakteristik suatu pekerjaan yang dinyatakan sebagai catatan kerja
seseorang, dengan kriteria pengembangan diri, kerja tim, komunikasi, jumlah
produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat, kecelakaan kerja, absen tanpa
izin, kesalahan dalam kurun waktu. Kriteria Kinerja setiap orang didasarkan

kepada tugas dan tanggung jawab keseharian yang ditargetkan kepadanya. Kinerja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40899.pdf

berfungsi sebagai alat untuk memberi informasi bagi pekerja dan atasannya
mengenai bagaimana seseorang telah melakukan pekerjaan, dan kinerja adalah

fungsi dari interaksi antara kemampuan dan karakter kepribadian.

4. Kriteria Penilaian Kinerja

Dalam rangka melacak kemajuan kinerja, mengidentifikasi kendala, dan
memberi informasi dalam suatu organisasi, diperlukan adanya komunikasi kinerja
yang berlangsung terus menerus, sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan
masalah yang terjadi. Karena alasan sebenarnya mengelolakingrja adalah untuk
meningkatkan produktivitas dan efektivitas, serta merancarig-bangun kesuksesan
bagi setiap pekerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Berriardin’& Russell dalam Ruky (2001:8)
menyatakan bahwa: “Perlu diadakar-génitaian Kinerja, untuk mengelola dan
memperbaiki kinerja karyawan/untuk membuat keputusan staf yang tepat waktu
dan akurat dan untuk mempertinggi kualitas produksi dan jasa perusahaan secara
keseluruhan”.

Sementara ‘menarut Gomes (2003:135) dalam Liestyodono (uduhan Juli
2011) mengatakar bahwa:

“Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk me-reward kinerja sebelumnya
(to reward past performance) dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja
pada masa yang akan datang (to motivate future performance improvement),
serta informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja ini dapat

digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, kenaikan gaji, promosi,
pelatihan dan penempatan tugas-tugas tertentu”.

Berdasarkan kedua pendapat dari Bernardin & Russell dan Gomes dalam

Liestyodono (uduhan Juli 2011) di atas, dapat dikatakan bahwa “Setiap organisasi
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mutlak melakukan penilaian untuk mengetahui kinerja yang dicapai setiap
pegawai, apakah telah sesuai atau tidak dengan harapan organisasi”.

Pengelolaan kinerja akan melibatkan individu dan tim terutama dalam
mencapai target, dan bila tim itu memiliki kinerja yang baik, maka anggotanya
akan menetapkan kualitas target, mencapai target, saling memahami dan
menghargai, saling menghormati, tanggung jawab dan mandiri, berorientasi pada
klien, meninjau dan memperbaiki kinerja, bekerja sama dan termotivasi.

Menilai kinerja pegawai dapat dilakukan dengan ¢mengukur secara
kualitatif dan kuantitatif hasil kerja pegawai, yaitu dengaricara melihat prestasi
dan kontribusi yang diberikan pegawai dalam ‘heKerjd. Selanjutnya, untuk
mengetahui apakah karyawan melaksanakan, tugds sesuai dengan tuntutan
pekerjaan dan apakah kinerjanya meningkat atat menurun, maka organisasi harus
melakukan penilaian kinerja kepada anggotanya yang dilakukan secara berkala.
Kegiatan penilaian kinerja adalah proses di mana perusahaan mengevaluasi atau
menilai kemampuan ,dan~keCakapan kerja pegawai dalam melakukan suatu
pekerjaan yang dibebarikan kepadanya.

Bernatdin® dan Russell dalam Ruky (2001:12) mengungkapkan bahwa
penilaian Kinerja adalah “ A way of measuring the contribution of individuals to
their organization” . Sementara Hasibuan (2001:88) memaparkan bahwa penilaian
Kinerja adalah “Evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja dan potensi
pengembangan yang telah dilakukan”. Dengan demikian penilaian Kkinerja
merupakan wahana untuk mengevaluasi perilaku dan kontribusi pegawai terhadap

pekerjaan dan organisasi.
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Dharma (1998:118) mengemukakan penilaian kinerja adalah “Upaya
menciptakan mengumpulkan masukan perbandingan-perbandingan antara
penampilan kerja dengan hasil kerja yang diharapkan”. Simamora (2004:338)
menyebutkan bahwa “Penilaian Kinerja (performance appraisal) adalah proses
yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu
karyawan”.

Syarif (1991:72) mengungkapkan bahwa “Penilaian kinerja adalah suatu
proses untuk mengukur hasil kerja yang dicapai oleh para pekerja dan
dibandingkan terhadap standar tingkat prestasi yang diminia guna mengetahui
sampai di mana keterampilan telah dicapai”. Seniestara”Samsudin (2005:159)
menyebutkan bahwa “Penilaian Kinerja (performance appraisal) adalah proses
oleh organisasi untuk mengevaluasi atau.mentiai prestasi kerja karyawan”.

Dengan demikian dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
penilaian kinerja adalah preses, membandingkan hasil kerja seseorang dengan
standar prestasi kerja, yang-telah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dengan
penilaian kinerja.ini akan dapat diketahui seberapa baik seseorang melakukan
pekerjaan yang-aiberikan/ditugaskan.

Berkaitan dengan penilaian kinerja ini, Samsudin (2005:166)
mengistilahkan dimensi/kriteria penilaian ini sebagai objek penelitian, yaitu:

“Objek penilaian adalah dimensi perusahaan yang dapat dikendalikan oleh
karyawan yang bersangkutan. ... Objek penilaian harus sinkron dengan tujuan

penilaian. Apabila tidak sinkron dapat terjadi kekeliruan penilaian tentang
prestasi kerja karyawan yang diinginkan”.

Masih menurut Samsudin (2005:166) terdapat beberapa objek penilaian

yang dapat dinilai dari pegawai yang bekerja di berbagai jabatan, sebagai berikut:
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a. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai di bidang produksi, antara lain
quality, quantity of work, knowiedge of job, dependability, cooperation,
adaptability, attendance, versatility, house keeping, dan safety.

b. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai tata usaha, antara lain quality,
guantity of work, knowledge of job, dependability, cooperation,
adaptability, attendance, initiative, judgment, dan health..

c. Hal-hal umum yang dinilai dari orang yang memegang posisi pimpinan,
antara lain quality, quantity of work, knowedge of job, dependability,
cooperation, judgment, initiative, leadership, planning and organizng,
dan health.

Dengan demikian menurut Samsudin objek-objek penilaian di atas, perlu
disesuaikan dengan tujuan-tujuan penilaian. Oleh karena itu Samsudin (2005:166)
menyebutkan bahwa pada pokoknya adalah “Objek peniaian karyawan itu
mencakup dua hal pokok, yaitu hasil pekerjaan (frestast kerja) dan sifat-sifat
pribadi. Ini berarti mencakup kemampuan dan/Avatak pribadi”.

Simamora (2004:339) mengungkapkart bahwa:

“Supaya organisasi berfungsi, -secara efektif, orang-orangnya mestilah
dibujuk/dipikat agar masuk dan‘bértahan di dalam organisasi, mereka harus
melakukan tugas-tugas-peran mereka dengan cara yang handal, dan mereka
harus memberikan kentribusi spontan dan perilaku inovatif yang berbeda di
luar tugas formal meréka. Tiga perilaku dasar itu hendaknya disertakan dalam
penilaian Kinerja’,

Ketiga, perdaku dasar di atas, selanjutnya oleh Simamora (2004:339-340)
diperjelas sebagai berikut:

“.....(1) Kebutuhan pertama dari setiap organisasi adalah memikat sejumlah
orang ke dalam organisasi dan menahan mereka di dalam perusahaan dalam
jangka waktu tertentu. Hal itu berarti bahwa agar organisasi berfungsi secara
efektif, organisasi itu haruslah meminimalkan tingkat putaran karyawan,
ketidakhadiran, dan keterlambatan. Maka dari itu, dalam mengevaluasi kinerja,
ketidakhadiran, keterlambatan dan lamanya masa kerja patut dicermati. (2)
Supaya organisasi efektif, organisasi haruslah meraih penyelesaian tugas yang
handal dari anggota-anggotanya. Dengan kata lain tolak ukur minimal kuantitas
dan kualitas kinerja harus dicapai. Pengevaluasian kuantitas dan kualitas
bermakna sekedar menghitung kuantitas barang yang dihasilkan dan
banyaknya kesalahan atau kerusakan. (3) Perilaku lainnya yang juga
mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi adalah perilaku inovatif dan
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spontan, diantaranya meliputi: (a) kerjasama, yaitu tingkat permintaan bantuan
individu dari rekan-rekan sejawatnya dan bantuannya untuk mencapai tujuan
organisasi, (b) tindakan protektif, yaitu tingkat penghilangan ancaman terhadap
organisasi oleh para karyawan-karyawannya itu sendiri, (c) gagasan
konstruktif, yaitu tingkat pemberian sumbangan berbagai gagasan konstruktif
dan kreatif para karyawan untuk memperbaiki organisasi, (d) pelatihan diri,
yaitu tingkat keterikatan para karyawan dalam program pelatihan diri untuk
membantu organisasi mengisi kebutuhannya akan tenaga yang terlatih secara
lebih baik, dan (e) sikap yang menguntungkan, yaitu tingkat upaya para
karyawan dalam mengembangkan sikap yang menguntungkan terhadap
organisasi di antara mereka sendiri, pelanggan, dan masyarakat umum.....".

Prawirosentono (1999:27) mengemukakan beberapa faktor yang dapat
dijadikan ukuran kinerja, yaitu:

”(1) Efektivitas, (2) Otoritas dan tanggung jawab. (3) Disiplin, dan (4)
Inisiatif. Selanjutnya Umar (2003:102) menyebutkan~ata 10 komponen data
untuk mengukur kinerja, yaitu: (1) kualitas pekerjaan,(2) kejujuran karyawan,
(3) inisiatif, (4) kehadiran, (5) sikap, (6) keérja“sama, (7) keandalan, (8)
pengetahuan tentang pekerjaan, (9) tanggungsjawab, dan (10) pemanfaatan
waktu”.

Bernardin dan Russell (1993:383) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)
mengungkapkan ada enam(kriteria pokok yang dapat dipakai untuk mengukur
Kinerja, yaitu:

1. Quality.«I'he degree to which the process or result of carrying out an
activity approaches perfection, in term of either conforming to same ideal
way af performing the activity or fulfilling the activity’ s intended purpose.

2. Quantity. The amount produced, expressed in such terms as dollar value,
number of units, or completed activity cycles.

3. Timeliness. The degree to which an activity is completed, or a result
produced, at the earliest time desirable from the standpoints of both
coordinating with the outputs of others and maximizing the time available
for other activities

4. Cost effectiveness.. The degree to which the use of the organization's
resources (e.g., human, monetary, technological, material) is maximized in
the sense of getting the highest gain or reduction in loss from each unit or
instance of use of resource.

5. Need for supervision. The degree to which a performer can carry out a job
function without either having to request supervisory assistance or
requiring supervisory intervention to prevent an adver se outcome.
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6. Interpersonal impact. The degree to which a performer promotes feelings
of self esteem, goodwill, and cooperation among coworkers and
subordinates.

Koontz etal. (1986:50-52) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)
menyebutkan beberapa kriteria untuk menilai kinerja pegawai, antara lain:

“.....(a) Intelejensia. Berhubungan dengan kemampuan untuk mengerti
kesadaran mental. (b) Pertimbangan. Berhubungan dengan sikap membedakan
untuk melihat hubungan antara hal satu dan lainnya. (c) Inisiatif. Berhubungan
dengan pemikiran konstruktif dan penuh akal; berkemampuan dan
berintelijensi untuk bertindak atas tanggung jawabnya sendiri. (d) Kekuatan.
Berhubungan dengan kekuatan moril yang dimiliki dan digunakan untuk
mencapai hasil. (e) Kepemimpinan. Berhubungan dengan d&emampuan untuk
mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam tindakan'yang tertentu dan
dalam menjaga disiplin. (f) Keberanian moril. Berhubufigan dengan sifat
mental yang membuat seseorang untuk melakukan“apa yang dikatakan oleh
hati nuraninya tanpa takut-takut. (g) Kerjasasia. Berhubungan dengan
kemampuan untuk bekerja secara serasi denfan.crang lain untuk mencapai
tujuan bersama. (h) Kesetiaan. Berhubungan ‘dengan kesesuaian, kesetiaan,
kelanggengan, pengabdian semua tefhadap” otoritas yang lebih tinggi.
(i) Keteguhan. Berhubungan dengan.upaya mempertahankan tujuan atau saran
walaupun ada hambatan. (j) ReakSi~terhadap keadaan darurat. Berhubungan
dengan kemampuan untuk bertindak-secara masuk akal dalam situasi yang sulit
dan tak terduga. (k) Daya-tahan.”Berhubungan dengan kemampuan untuk
bekerja dalam kondisi apapun. (l) Kerajinan. Berhubungan dengan prestasi
kerja dari segi tenaganya. (i) penampilan dan kerapihan diri serta pakaian.
Berhubungan dengan/harga diri, kelengkapan seragam, dan kerapihan

penampilannya.. <,

Sementara, itu-untuk melihat deskripsi perilaku individu secara spesifik,
Gomes (2003:142) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengungkapkan
beberapa dimensi atau kriteria yang perlu mendapat perhatian dalam mengukur
kinerja, antara lain:

”.....(1) Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu
periode waktu yang ditentukan. (2) Quality of work, yaitu kualitas kerja yang
dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. (3) Job
knowmedge, vyaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan
keterampilannya.

(4) Creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan
tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. (5)
Cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain sesama
anggota organisasi. (6) Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya
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dalam hal kehadiran dan menyelesaikan pekerjaan. (7) Initiative, yaitu
semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar
tanggung jawabnya. (8) Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian,
kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas pribadi.....”.

Selanjutnya masih menurut Gomes (2003:142) dalam Liestyodono
(uduhan Juli 2011) bahwa untuk dapat melakukan penilaian terhadap kinerja
secara efektif, ada dua syarat utama yang harus diperhatikan, yaitu (1) adanya
kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif dan (2) adanya objektivitas
dalam proses evaluasi. Selengkapnya berikut penjelasan dari Gomes tersebut:

1. Kriteria pengembangan Kkinerja yang dapat diukur secara objektif untuk
pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada tiga
kualifikasi penting bagi pengembangan kriteria kinerja Yang dapat diukur
secara objektif, yaitu: (a) Relevansi, yaitu pengukuran yang menunjukkan
tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuanstujuan kinerja. Misalnya
kecepatan produksi bisa menjadi ukuran Kkiferja yang lebih relevan jika
dibandingkan dengan pehampilan seseorang.
(b) Reliabilitas, yaitu pengukuran yang ‘menunjukkan tingkat dimana
kriteria menghasilkan hasil yangkonsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif
seperti satuan-satuan produksi dan voldme penjualan bisa menghasilkan
ukuran yang konsisten secara-f€latif. Sedangkan kriteria-kriteria yang
sifatnya subjektif, seperti sikdpy kreativitas dan kerja sama menghasilkan
pengukuran yang tidak’konsisten karena tergantung pada orang yang
mengevaluasinya. (c)-Diskriminasi, yaitu tingkat pengukuran dimana suatu
kriteria kinerja bisa ‘memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam kinerja.
Jika nilai cenderting=menunjukkan semua baik atau jelek, ini berarti ukuran
kinerja tidak berSifat diskriminatif, tidak membedakan kinerja dari masing-
masing pekerja.

2. Dilihat«dari efektivitas dalam proses evaluasi, ada tiga penilaian kinerja
yang “Salihg” berbeda, yaitu: (1) Result-based performance evaluation.
Penilajian kinerja berdasarkan hasil akhir, yaitu tipe penilaian kinerja yang
dilakukan dengan merumuskan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi
dan melakukan pengukuran hasil-hasil akhirnya.
(2) Behavior-based performance evaluation. Penilaian Kinerja berdasarkan
perilaku, yaitu tipe penilaian kinerja yang bermaksud untuk mengukur
tercapainya sasaran (goals), dan bukan hasil akhirnya (end results). Dalam
praktek, kebanyakan pekerjaan yang tidak dapat diukur kinerjanya dengan
ukuran yang objektif karena melibatkan aspek-aspek kualitatif. (3)
Judgment-performance evaluation. Penilaian Kkinerja berdasarkan
judgment, yaitu tipe penilaian kinerja yang menilai atau mengevaluasi
kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik seperti
guantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation, initiative,
reliability, interpersonal competence, loyalty, dependability, personal
gualities dan yang sejenisnya.
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5. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja (performance management) adalah suatu upaya untuk
memperoleh hasil terbaik dari organisasi, kelompok dan individu melalui
pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan
terencana, standard dan persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi yang
disetujui Amstrong (1998:134). Manajemen Kkinerja bersifat menyeluruh dan
menjamah semua elemen, unsur atau input yang harus didayagunakan oleh
organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Menurut NMathis dan Jackson
dalam Rosidah (2003:56) mengatakan bahwa “Sistem, manajemen  Kinerja
berusaha  mengidentifikasikan, = mendorong, .. “wengukur,  mengevaluasi,
meningkatkan dan memberi penghargaan terhadap Karyawan”.

Bacal (2004:86) mengemukakan bahwa, manajemen kinerja meliputi upaya

membangun harapan yang jelas serté pemahaman tentang unsur-unsur:

=

Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan.

2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan bagi pencapaian tujuan
organisasi.

Apa arti konkgetriya, melakukan pekerjaan yang baik.

4. Bagaimana=. karyawan dan Kkesediaannya bekerja sama  untuk
mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja karyawan
yang sudaf ada sekarang.

Bagaimana prestasi kerja akan diukur.

6. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkannya.

w

o1

Mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif
antara karyawan, manajer dan organisasi. Manajemen kinerja merupakan cara
mencegah kinerja buruk dan cara bekerja sama meningkatkan kinerja. Yang lebih
penting lagi, manajemen kinerja berarti komunikasi dua arah yang berlangsung

terus menerus antara pengelola kinerja (manajer) dan anggota staf.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40899.pdf

Amstrong (1998:102) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) berpendapat
bahwa manajemen kinerja dapat dioperasionalkan dengan berbagai kunci sebagai
berikut :

1. Sebuah kerangka kerja atas tujuan-tujuan yang terencana, standar, dan
persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi tertentu yang disetujui
bersama: dasar manajemen Kinerja adalah persetujuan antara manajer dan
individual tentang sebuah harapan dalam kaitannya dengan pencapaian
target tertentu.

2. Sebuah proses, manajemen Kinerja bukan hanya merupakan sistem dan
prosedur belaka, namun juga sebuah kegiatan atau proses dimana setiap
orang tersebut untuk mencapai hasil-hasil kerja maksimal dari hari ke hari
dan sedemikian rupa peningkatan Kinerja masing-masing, dikelola secara
objektif.

3. Saling pengertian, untuk meningkatkan kinerja, setiapvindividu memerlukan
saling pengertian tentang level tinggi dari kinéxja fdan kompetensi yang
dibutuhkan dan apa saja yang harus dikerjakar:

4. Sebuah pendekatan untuk mengelola dap..mengembangkan manusia.
Manajemen kinerja mempunyai tiga fokysPertama, bagaimana manajer dan
pimpinan kelompok dapat bekerja secara efektif dengan siapa saja yang ada
di sekitarnya. Kedua, bagaimana_setiap individu dapat bekerja dengan para
manajer dan team kerjanya. Dan-Ketiga, bagaimana setiap individu dapat
dikembangkan untuk meningkatkah pengetahuan, keterampilan dan keahlian
serta tingkat kompetensi dan kinefjanya.

5. Pencapaian, manajemen “Kinerja adalah pencapaian keberhasilan Kkerja
individu  dikaitkap., “dengan kemampuan pekerja memanfaatkan
kemampuannya,, “kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan
memaksimalkah Kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi.

Sistem . mandjemen Kkinerja yang efektif adalah sebuah proses yang
membantu “organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka
pendeknya, dengan membantu manajer dan karyawan melakukan pekerjaannya
dengan cara yang semakin baik.

Ruky (2001:124) mengemukakan bahwa manfaat manajemen Kinerja
ditinjau dari aspek pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Penyesuaian program pelatihan dan pengembangan karyawan

Dengan melaksanakan manajemen Kkinerja, dapat diketahui atau
diidentifikasi pelatihan tambahan apa saja yang masih harus diberikan pada
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karyawan untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang
ditetapkan.

2. Penyusunan program seleksi dan kaderisasi
Dengan melaksanakan manajemen Kkinerja selayaknya juga dapat
diidentifikasi siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk jabatan-
jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar pada masa yang akan datang.

3. Pembinaan karyawan; Pelaksanaan manajemen kinerja juga dapat menjadi
saran untuk meneliti hambatan karyawan untuk meningkatkan prestasinya.
Program manajemen kinerja adalah untuk meningkatkan Kkinerja sumber
daya manusia dan pengembangan manajemen dan tujuan akhir manajemen
kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam
organisasi.

D. Konsep Kinerja DPRD
1. Kedudukan DPRD

Sebagai badan legislatif di daerah, DPRD fempunyai kekuasaan untuk
mengesahkan PERDA, menetapkan APBD bersama’ eksekutif (Kepala Daerah)
dan melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPRD dipisahkan dari
Pemerintah Daerah sesuai dengan ‘0umyt Pasal UU 22/1999 ayat (1). Undang-
undang ini menyatakan bahwa di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan
Legislatif Daerah dap“Pémerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
Sedangkan Pemerintali’’Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah lainnya:

Ada2"(dua) pasal utama yang menunjukan peranan atau fungsi DPRD di
daerah yaitu Pasal 16 dan Pasal 22. Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Hak DPRD dalam kamus umum Bahas Indonesia yang ditulis oleh

Poerwadarminta (1966:97) memberikan dua pengertian terhadap kata hak yaitu

“Pertama, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (sebagai akibat adanya aturan) kedua,
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kewenangan”. Sedangkan tugas diartikannya sebagai sesuatu yang wajib
dikerjakan” dengan demikian ada perbedaan yang jelas antara hak dengan tugas,
tetapi antara hak dan wewenang tidak menunjukan adanya perbedaan berdasarkan
pengertian dari sisi tata bahasa. Hak DPRD yang ada dalam UU 22/1999 Pasal 19
dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu sebagai akibat
adanya aturan yang menetapkannya.

Ada 8 hak DPRD yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut yaitu:
a. Meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah
b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
c. Mengadakan penyelidikan
d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah
e. Mengajukan pertanyaan dan pendapat
f. Mengajukan Rancangan Peraturan, Dasréh
g. Mengajukan Anggaran Belanja DPRD, dan
h. Menetapkan Peraturain

Tata Tertib DPRD sebahagian besar dari hak tersebut (hak pertama sampai
dengan hak “Ketimnd) adalah merupakan pelaksanaan pengawasan yang dimiliki
oleh badan iegislatif. Tujuan pemberian hak ini tentu sesuai dengan tujuan fungsi
pengawasan dalam administrasi publik yaitu untuk mengawasi agar kebijaksanaan
yang telah disahkan oleh DPRD dan dijadikan sebagai kebijaksanaan Pemerintah
Daerah dilaksanakan oleh eksekutif sebagaimana mestinya. Jika terjadi kesalahan
atau penyimpangan dalam implementasi kebijaksanaan tertentu, maka DPRD
dapat menggunakan salah satu atau semua hak yang berhubungan dengan

pelaksanaan pengawasan seperti tersebut di atas.
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Tiga hak lainnya, yaitu mengajukan RAPERDA, mengajukan Anggaran
Belanja DPRD dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD, tidak termasuk pada
fungsi pengawasan. DPRD dapat mengajukan RAPERDA sendiri untuk
kebijaksanaan tertentu jika Pemerintah Daerah belum berinisiatif untuk
mengajukannya. Sedangkan kebijaksanaan tersebut sangat diperlukan oleh
masyarakat untuk dijadikan sebagai keputusan publik. Selanjutnya, adalah
merupakan tata-cara kerja DPRD agar semua tugas dan wewenang serta hak-hak
yang dimiliki DPRD dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya..Hak mengajukan
Anggaran Belanja DPRD sendirinampaknya telah menjadi Sumber perbedaan
pendapat antara masyarakat pada satu pihak dan DRRD pada pihak lain. DPRD
menterjemahkan pengertian hak ini sebagai hak mutlak.

Namun yang juga tidak kalah pentingnya, optimalisasi peran DPRD ini
alangkah lebih baik jika dibarengi, defigan peningkatan pemahaman mengenai
etika politik bagi anggota~DRRD; agar pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran,
legislasi, dan pengawasan.Gapat berlangsung secara etis dan proporsional. Dengan
pemahaman yang. mendalam mengenaietika politik, setiap anggota DPRD tentu
akan mampU.ménémpatkan dirinya secara proporsional, baik dalam berbicara
maupun berSikap atau bertindak, serta tidak melupakan posisinya sebagai wakil
rakyat yang telah memilihnya. Sebagai salah satu contoh adalah tidak etis jika
dalam situasi krisis yang multi dimensional ini, anggota DPRD lebih
mementingkan diri dan golongannya, ketimbang memperjuangkan nasib rakyat
yang diwakilinya. Isue money politics dalam pemilihan Kepala Daerah di
beberapa daerah dan derasnya arus demontrasi yang menyoroti perjuangan

anggota DPRD dalam menaikkan gaji dan kesejahteraannya, harus ditangkap
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sebagai pengalaman berharga untuk perbaikan di masa-masa mendatang, dalam
Kartiwa, 2001:64.

Dalam berbagai literatur banyak penjelasan mengenai pengertian dan
konsep legislasi dan perwakilan politik. Salah satu Pengertian Badan Legislatif
diuraikan oleh Budiardjo (1986:173) mengatakan bahwa “Badan legislatif adalah
lembaga yang ‘legidate’ atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya
dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai @dalah parlemen”.
Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan“akyat atau umum ini
dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (pubiic policy) yang mengikat
seluruh  masyarakat. Undang-undang ang™ ~“dibuatnya  mencerminkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Budiardjo; 1986 :173 mengatakan bahwa
“Semuanya merupakan badan yang~membuat keputusan yang menyangkut
kepentingan umum”.

Tualaka (1996:85)=mengatakan bahwa “Peran DPRD dalam Badan
Legislasi Daerah.adalali-pengetahuan yang kita miliki untuk dapat dinilai sebagai
berkompetensi;=seringkali sangat terbatas”. Terutama pada saat diperhadapkan
dengan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang rumit dan kompleks.
Hal tersebut, diperburuk lagi dengan kecenderungan perubahan yang terjadi pada
level masyarakat yang seringkali jauh lebih cepat dari pada kecepatan penanganan
terhadap masalah.

Keterbatasan-keterbatasan manusia secara generalis, seperti keterbatasan
daya pikir yang dapat mencakup semua aspek termasuk keterbatasan sumber daya

yang dimiliki. Hal ini bagi kelembagaan seperti DPRD dalam konstelasi reformasi
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birokrasi menjadi sangat mendesak karena berbagai tuntutan masyarakat. DPRD
selaku keterwakilan dan perwakilan masyarakat sebagai fungsi legislasi langsung
berkaitan dengan kedudukan eksekutif dalam tatanan penyelenggaraan
pemerintahan. Konsepsi pemerintahan yang dimakasudkan adalah dalam
pengertian yang makro yakni eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian deskripsi yang paling menonjol dari fungsi legislasi
DPRD ini adalah hubungan fungsional antara eksekutif dan legislatif. Hubungan
fungsional yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomog.32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD berkedudukan sejajar tdan sebagai mitra
dari Pemerintah Daerah. Untuk menghindari terjadiriya bias asumsi dan pemikiran
yang memberikan penjelasan atas fungsi legislasbs DPRD maka perlu dibangun
pemahaman dan pengertian atas fungsi legislasi-daerah secara lebih komprehensif.

Kompetensi Dasar Badan', izegislasi Daerah Penafsiran makna atas
istilah/konsep legislasi secara lapgsung nampaknya akan sangat mudah. Padahal
jika dicermati secara, lebin=teliti konsepsi tersebut mengandung makna yang
sangat dalam. Roerwadarminta (1983:518) mengatakan bahwa “Kompetensi
secara etimol0gis,berasal dari kata dasar ‘kompeten’ yang berarti wewenang,
cakap, berKuasa memutuskan (menentukan) sesuatu sedangkan ‘kompetensi’
menunjuk pada kekuasaan (kewewenangan) untuk menentukan/memutuskan
sesuatu hal”. Dari penegasan etimologis ini, dapat disimpulkan bahwa kompeten
cenderung tidak menunjukan aspek subyektif, serta memiliki relevansi yang tegas
dengan obyek kewenangan atau kekuasaan untuk memutuskan.

Konsep legislasi, merupakan kata kerja dari sifat yang ditunjukkan oleh

legislatif. Dengan kata lain struktur/lembaga/organisasi yang disebutkan dengan
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legislatif memuat peran dan atau tugas utamanya adalah melakukan segala
sesuatunya menjadi sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
undang-undang yang ada. Termasuk yang terutama adalah menjadikan sah
pertauran perundangan atau undang-undang.

Legislatif merupakan suatu struktur /lembaga/organisasi yang disebutkan
kepada DPRD. Dengan demikian subyek yang dimaksudkan adalah DPRD.
Sedangkan sesuatu yang merupakan wewenang/kekuasaan untuk diputuskan
adalah peraturan perundang-undangan atau undang-undang ¢disamping segala
sesuatu yang karena peraturan perundang-undanganv, tersebut memberi
kewenangan atau kekuasaan untuk diputuskan. \Kompetensi legislasi yang
dimaksudkan adalah kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif
untuk memutuskan atau menentukan suatu peraturan perundangan atau undang-
undang agar menjadi sah serta segala~sesuatu yang oleh peraturan perundangan
disebut sebagai obyek dari kekuasaan atau kewenangan legislatif.

Fungsi Badan, Legislasi Daerah Fungsi dalam konteks ilmu politik
diartikan sebagai.sebuali’substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan
oleh termasuk fungsi legislatif. Dengan demikian maka fungsi legislatif menunjuk
pada substansi peran yang harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Merujuk
pada UU No 10 tahun 2004 pasal satu ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya
dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis.

Legislasi daerah adalah instumen perencanaan program di daerah termasuk
didalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan RAPERDA

setidaknya melalui dua jalur. Pertama, melalui inisiatif Eksekutif dimana sebuah
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rancangan masuk ke DPRD dari Eksekutif yang kemudian dibahas di rapat dewan
untuk dianalisis apakah layak untuk dibawa ke pansus.

Misalnya adalah UU Pelayanan Publik yang belum membentuk Pansus
karena masih menunggu disyahkannya UU tentang Pelayanan Publik. Dari Pansus
ini jika sudah dianalisis, diuji, dan disepakati maka akan diajukan ke tim PERDA
dimana tim ini terdiri atas Eksekutif dan Legislatif. Jalur kedua adalah melalui
inisiatif dari DPRD. Perda-perda yang diinisiasi oleh DPRD sebenarnya hanyalah
bersifat usulan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Eksekgtif karena DPRD
tidak memiliki kapasitas untuk menyusun legal drafting.

Dari sini sebenarnya bisa dilihat bahwa kewendngan penyusunan legislasi
di daerah adalah dilakukan bersama-sama antara dewan dan eksekutif. Merujuk
kepada PP nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan
daerah. bahwa DPRD memiliki, empat-fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi
kontrol, fungsi budgeting dan fungsi representasi (politik). Fungsi DPRD yang
kurang berjalan adalah “furigsi legislasi. Banyak anggota dewan yag harus di up
grade tentang kemamptan legal drafting sehingga peran ini bisa berjalan lebih
maksimal. Di~kalangan dewan sendiri perlu motivasi untuk memperkuat
kemampuariini sehingga tidak dipermalukan oleh Eksekutif.

Selain itu juga perlu ada perubahan paradigma dalam penyusunan
RAPERDA. Salah satunya adalah perda harus bersifat spesifik. PERDA yang
berisi pengaturan pengelolaan daerah yang kompleks dan tidak dispesifikasikan
relatif lebih susah untuk diimplementasikan di lapangan termasuk juga evaluasi
atas pelaksanaan perda tersebut. Sehingga PERDA yang disusun hari ini

diorientasikan agar lebih bersifat spesifik dan aplikatif. Selain itu, Satuan Polisi
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Pamong Praja (Satpol PP) sebagai alat hukum implementasi perda harus memilki
kwalitas dan kualifikasi yang memadai baik dari segi sarana, SDM, dan kuantitas.

Badan perwakilan (local representative body) yang kita kenal dengan
nama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagaimana amanat UU No. 32
Tahun 2004, memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi legislasi
sebagai wahana utama untuk merefleksikan kepentingan rakyat (publik). Fungsi
Control Legidatif akan lebih efektif dan bermakna bila terimplementasi dalam
pengoptimalan fungsi legislasi.

Fungsi legislasi badan Legislatif itu lazimnyas diwujudkan dalam
membentuk peraturan perundang-undangan (PERDAJ) Di negara-negara yang
menganut paham pemisahan kekuasaan, fupigsi Vegislasi sepenuhnya menjadi
wewenang lembaga legislatif. Tidak demikian halnya dengan Indonesia yang
menganut paham pembagian kekUasaan (distribution of power), legislasi
merupakan tugas bersama antara badan legislatif dengan badan Eksekutif, baik
pada level pemerintaharipdsat-maupun Pemerintahan Daerah.

Dalam berbagailiteratur banyak penjelasan mengenai pengertian dan
konsep legisiasi-dan perwakilan politik. Salah satu Pengertian Badan Legislatif
yang diuraikan oleh Budiardjo (1986:173) mengatakan bahwa, badan legislatif
adalah lembaga yang ”legidate” atau membuat Undang-Undang. Anggota-
anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah
parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau
umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang

mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan
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kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Budiardjo, 1986 :173 mengatakan bahwa
“Semuanya merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut
kepentingan umum. DPRD merupakan unsur yang terdapat di dalam
Pemerintahan Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas yang sangat berat”.
Menurut Sukarna (1990:61-62) mengatakan bahwa "DPRD merupakan badan
perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk
menjalankan political control, legal control, social control, economic control,
educational control dan lain-lain”.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang+ Pemerintanan Daerah
mengatakan bahwa DPRD) merupakan lembaga/ perwakilan daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraans Pemerintahan Daerah. Dewan
Perwakilan Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah
yang terdiri atas anggota partai politik-peserta pemilihan umum (PEMILU) yang
dipilih berdasarkan hasil pemilihan” umum. DPRD juga berkedudukan sebagai
salah satu unsur penyélefiggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas
legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dari Ketiga“ fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan
lembaga perwakilan daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat
berat. Bila dilihat pembahasan pengertian di atas berarti DPRD merupakan orang-
orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu derah (Kabupaten/Kota
atau Provinsi) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mewakili inspirasi
keinginan masyarakat yang memilihnya untuk menjadi lebih baik dari

sebelumnya.

2. Fungs Legislas DPRD
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Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah
substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh fungsi legislatif.
Dengan demikian maka fungsi legislatif menunjuk pada substansi peran yang
harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Merujuk pada UU No 10 tahun 2004
pasal satu ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka
yang terencana, terpadu dan sistematis. Legislasi daerah adalah instrumen
perencanaan program di daerah termasuk didalamnya adalah penyusunan
RAPERDA. Proses penyusunan RAPERDA setidaknya melalui dua jalur.
Pertama, melalui inisiatif Eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD
dari Eksekutif yang kemudian dibahas di rapat déwar untuk dianalisis apakah
layak untuk dibawa ke Pansus.

Mengenai fungsi lembaga legislatif, beberapa pakar telah mengemukakan
pendapatnya. Menurut Budiarjo (1980:183) mengatakan bahwa “Fungsi badan
legislatif yang paling penting-adalah'menentukan kebijakan (policy) dan membuat
undang-undang”. Untuk.itu=DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan
amandemen yang.disusun oleh pemerintah dan hak budget.

Sejalurdengan pendapat di atas, Sanit (1985:135) menempatkan fungsi
pembuatan Uridang-undang sebagai fungsi yang utama, pengertian dari fungsi ini
adalah :

“Melalui fungsi perundang-undangan, lembaga legislatif/lembaga perwakilan
rakyat memuaskan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam
kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang. Ke dalam fungsi ini
tergolong pula kewenangan untuk menghasilkan anggaran pendapatan dan

belanja Negara, mengusulkan suatu rencana undang-undang dan mengubah
suatu undang-undang (amandemen)”.

Berdasarkan pendapat ini, maka lembaga legislatif dalam fungsi perundang-

undangan harus dapat melihat kepentingan atau aspirasi yang ada di masyarakat
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sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Masih
sejalan dengan pendapat di atas, Marbun (1993:88) memberikan pengertian fungsi
legislatif sebagai “Fungsi badan legislatif yang utama dan asli yaitu fungsi
pembuatan undang-undang atau PERDA”. Lewat fungsi pembuatan undang-
undang, DPRD menunjukan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara
material maupun secara fungsional.

Dari ketiga pendapat di atas dapat terlihat bahwa fungsi utama dan asli dari
badan legislatif adalah dalam pembuatan peraturan dan-~. undang-undang,
berdasarkan hak-hak yang dimilikinya dalam melaksanakan fungsi ini sangatlah
perlu aspirasi dari masyarakat, sebab peraturan yangjakan diambil berkenaan
langsung dengan masyarakat yang akan menerima tarmpak pelaksanaan kebijakan.

Fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan, menurut Budiarjo (1980:183)
mengatakan bahwa “Fungsi pengawasan adalah mengontrol badan Eksekutif
dalam arti menjaga semua~tindakan Eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang telah. ditetapkan”. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan
perwakilan diberi_hak-fhak khusus. Sedangkan menurut Sanit (1985:253) yang
dimaksud pengawasan adalah:

“Melalur’fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat,
sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ini, lembaga
legislatif/lembaga perwakilan rakyat dapat mengoreksi semua kegiatan
lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai haknya. Dengan

demikian, tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan anggota
masyarakat dapat diperbaiki”.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi
legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut
pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah
tertuang dalam PERDA. Kewenangan DPRD mengontrol kinerja Eksekutif agar

terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi
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beban masyarakat, DPRD dapat menekan Eksekutif untuk memangkas biaya yang
tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Fungsi ini berperan untuk menjamin agar kepentingan masyarakat dapat
terlindungi dan dipenuhi, dikarenakan fungsi ini Legislatif dapat menilai apakah
kebijakan yang telah diambil oleh Eksekutif itu memuaskan masyarakat atau
tidak, apabila dirasa Legislatif kebijakan itu tidak memuaskan masyarakat maka
dapat mengoreksi kebijakan tersebut.

Pendapat lain tentang fungsi pengawasan ini seperti yang diungkapkan oleh
Marbun (1993:87), yaitu:

“DPRD mengemban tugas pengendalian dan pengawasan atas jalannya
pemerintahan  daerah. Dengan demikian DPRD, ‘bertanggungjawab
melaksanakan salah satu fungsi manajemen Pemerintahan” Daerah yaitu
pengendalian dan pengawasan”.

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan dapat dilihat bahwa
fungsi pengawasan adalah fungsi yang .dimiliKi” oleh badan Legislatif dalam
mengawasi jalannya roda pemerintahan) Kkhususnya terhadap kegiatan yang
dilakukan berdasarkan hak-hak”yang telah dimiliki badan Legislatif aga semua
kebijakan yang ditetapkan-EKSekutif dapat berjalan dengan semestinya.

Fungsi yang ketiga adalah fungsi perwakilan, Sanit (1985:253) memberikan
pengertian atassfungsyperwakilan ini sebagai berikut :

“Melalui fungsi perwakilan politik tersebut, lembaga legislatif/lembaga
perwakilan membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara
keseluruhan terwakili di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini lembaga

legislatif/lembaga perwakilan rakyat bertindak sebagai pelindung kepentingan
dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya”.

Pendapat lain menurut Marbun (1993:91) mengatakan bahwa *“Mengenai
fungsi perwakilan ini disebut juga fungsi respresentasi, DPRD harus bertidak dan
berperilaku sebagai wakil (respresentant) untuk setiap tindakan bahwa seluruh

kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai salah satu anggota DPRD”.
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Sebagai konsekuensi logis dari hasil PEMILU maka badan legislatif harus
dapat mewakilkan khususnya rakyat yang telah memilihnya dan umumnya rakyat
secara keseluruhan, mereka harus mampu menampung dan menindak lanjuti
segala aspirasi dan kepentingan dari masyarakat, agar fungsi ini benar-benar
terlaksana maka badan legislatif harus mempunyai kemampuan dan persyaratan
politik, integritas moral, pengalaman untuk melihat segala kondisi yang ada di
masyarakat. Sedangkan Apater (1987:183), mangatakan bahwa “Fungsi utama
badan legislatif dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili-rakyat dan fungsi
kedua adalah membuat Undang-Undang Dasar atas nama meteka”.

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap badan legislatif adalah
masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang” giwakili dan selaku pihak yang
menyerahkan kekuasaan serta memberikan tugas untuk mewakili opini, sikap dan
kepentingannya di dalam proses politik dan pemerintahan. Eksekutif dan badan
peradilan, lembaga-lembaga~ink, menuntut dukungan badan perwakilan melalui
undang-undang yang, dikiasitkannya sehingga lembaga tersebut mempunyai
kewenangan mengoperdsikan fungsi-fungsinya.

Fungsi fiadanlegislatif tidaklah terbatas pada interaksinya dengan tiga pihak
tersebut. Seperti yang diungkap oleh Sanit (1985:43), sebagai berikut:

“Proses peranan dan fungsi badan tersebut ditentukan juga oleh semua
permasalahan yang berkaitan dengan struktur badan itu sendiri. Dengan kata
lain, bekerjanya peran dan funsi badan legislatif di satu pihak ditentukan oleh
eksistensinya sebagai suatu lembaga politik dan pihak yang lain yang
ditentukan oleh perwujudannya sebagai suatu organisasi yang mewadahi proses
politik”.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, DPRD mempunyai fungsi sebagai

berikut :
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1. Legislasi yaitu mempunyai kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah
(Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh
eksekutif.

2. Anggaran yaitu mempunyai kewenangan menyetujui atau menolak dan
menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah
Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala
daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

3. Pengawasan yaitu mempunyai kewenangan sebagai dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan
pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di
daerah.

Menurut Marbun, selain ketiga fungsi tersebut juga terdapat fungsi lain yang
melekat pada DPRD (1993:86-90), yaitu:

“Fungsi memilih dan menyeleksi DPRD mempunyai peranan yang
menentukan tentang masa depan suatu dderahs Apabila fungsi tersebut salah
dilaksanakan atau kurang tepat, maka hal” tersebut akan mendatangkan
masalah bagi daerah yang bersangkutan.®Selain itu fungsi debat merupakan
yang paling populer dan mendapatBanyak nama dan jargon. Lewat debat,
suatu konsep dapat langsung, diujis-ditelusuri latar belakang suatu pemikiran
atau konsep dan saling ketefkaitan faktanya sehingga melahirkan pemahaman
atau perumusan yang lebih matang dan komplit”.

Pendapat yang diungkapkan Marbun ini adalah DPRD mempunyai peran
yang sangat penting\dan besar dalam pembangunan daerah di mana DPRD ikut
serta dalam ‘wiengelola dan mengatur Pemerintahan Daerah, sedangkan dalam
fungsi debatdapat dikaji secara mendalam segala permasalahan yang ada lewat

pemikiran-pemikiran yang matang, mendalam dalam inovasi sehingga dapat

diharapkan segala permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Busroh (1990:152) memberikan

juga penafsiran tentang fungsi dari badan legislatif, yaitu:

a. Fungsi perundang-undangan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40899.pdf

b. Fungsi pengawasan, fungsi yang dijalankan parlemen untuk mengawasi
Eksekutif
c. Fungsi pendidikan politik, melalui pembahasan kebijakan di parlemen,
rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan
menilai menurut kemampuan masing-masing dan secara tidak langsung
mereka di didik menjadi warga yang tahu hak dan kewajibannya.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan

secara umum fungsi badan legislatif dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Fungsi legislatif, inilah fungsi utama yang dimiliki oleh badan perwakilan,
tugas utamanya adalah membuat undang-undang atau kebijakan (policy) yang
harus menampung segala aspirasi rakyat yang diwakikinya.

2. Fungsi pengawasan, fungsi ini berkaitan dengap/Kepentingan rakyat secara
umum, badan legislatif dapat mengunakat kekuatannya melalui hak-hak yang
dimilikinya untuk mengoreksi segala “kebijakan yang dikeluarkan oleh
eksekutif agar semua kepentingairmnasyarakat dapat terakomodir secara baik
dan menyeluruh.

3. Fungsi perwakilap,“hadan legislatif bertindak sebagai perwakilan atas rakyat
yang secarakeselufuhan terwakili olehnya, dimana badan ini bertindak atas
perlindungar’ dan penyalur segala aspirasi dan kepentingan masyarakat,
dengankata lain di sini pula masyarakat dapat diikut sertakan dalam berbagai
kegiatan secara langsung maupun tidak langsung atas segala kebijakan yang

telah diamil oleh eksekutif.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan
Daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah

Daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) adalah sama, yang membedakannya
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adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu
hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya
adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah
yang baik (good local governance).

Pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan istilah
legislasi. Legislasi kadang-kadang dimaksudkan sebagai proses (pembentukan
peraturan perundang-undangan) dan kadang-kadang dimaksudkan sebagai produk
(peraturan perundang-undangan). Dalam teori pemisahan kekuasaan, lembaga
negara pembentuk peraturan perundang-undangan adalah fembaga legislatif.

J.J Rousseau dalam Liestyodono (uduhan“Jufi 2011) mendefinisikan,
“legidation is an expression of the general will, such that a free people is only
bound by the laws which they have made for-themselves’. Dalam Black's Law
Dictionary, legislasi dirumuskan sebagai :““The act of giving or enacting laws, the
power to make laws; the act-ol\legidating; preparation and enactment of laws;
the making of laws via.legishation, in contrast to court-made laws. Formulation of
rule for the future, Laws-énacted by lawmaking body”.

Legislasi-sebdgai pembentukan peraturan perundang-undangan, atau sebagai
peraturan pérundang-undangan itu sendiri, berada di wilayah hukum positif, yang
dalam kajian filsafat hukum dihadapkan dengan hukum alam (natural law).
Dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (oleh
lembaga legislatif) dalam sistem hukum Eropa Kontinental, legislasi dihadapkan
dengan konsep yurisprudensi (the judge made laws) dalam sistem hukum Anglo-
Saxon, di mana hakim meminjam ungkapan Montesquieu yang sekedar menjadi

“the mouthpiece for the words of the law”.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40899.pdf

Menurut Lawrence M. Friedman (1985:68) dalam Liestyodono (uduhan Juli
2011), sistem hukum memiliki tiga elemen, yaitu legal structure, legal substance
dan legal culture. Dengan kerangka elemen sistem hukum ini, pembahasan
tentang fungsi legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam
hal ini PERDA) berarti menyangkut elemen legal substance, diartikan sebagai
“the ‘product’ that people within the legal system manufacture”.

Dalam peraturan perundang-undangan, fungsi pembentukan peraturan
perundang-undangan disebut fungsi legislasi, yang diartikan sesuai dengan
institusi yang mempunyai fungsi tersebut. Fungsi legislasi BPRdiartikan sebagai
fungsi DPR membentuk undang-undang yang dibahds dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama. Fungsi legislaSi-DRRD Provinsi diartikan sebagai
fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk PERDA Provinsi bersama Gubernur.
Fungsi legislasi DPRD Kabupaten/Kota diartikan sebagai fungsi DPRD
Kabupaten/Kota untuk membentuk” PERDA Kabupaten/Kota bersama dengan
Bupati/Walikota. Pengawasan” DPRD terhadap APBD tidak saja terbatas pada
aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan.
Hal ini dipidksudkan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas
perolehan pendapatan daerah, di samping mendorong kinerja pemerintah serta
dalam rangka tertib administrasi dan menghindari penyalahgunaan pendapatan
daerah.

Banyak aspek yang menentukan hubungan antara Eksekutif dan DPRD
Kabupaten Sintang dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu kinerja (Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, Eksekutif (pemerintah), Legislatif (DPRD) itu
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sendiri sehingga terdapat output berupa produk (PERDA) yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan alur pikir sebagai berikut :

FAKTOR-FAKTOR YANG
MENDUKUNG

! l
! |
! |
|
| EKSEKUTIF (PEMERINTAH :
UU 32 TAHUN 2004 L_» DAERAH) DAN LEGISLATIF > FUNGSI LEGISLASI ™ KINERJA DPRD
: |
| |
| !
| |
|
|

(DPRD)

FAKTOR-FAKTOR YANG
MENGHAMBAT

Sumber: diolah oleh Penulis, 2011

Gambar 2.5 Alur Pikir Kinefja'DPRD dan Hubungannya dengan Eksekutif
dalamFungs Legislas

E. Definis Operasignal

1. Pengertian Kebilakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan
dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota
masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

2. Pengertian kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah
untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah baik yang
berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.

3. Kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan

menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai
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dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap
dan keterampilan.

4. Penilaian kinerja adalah proses membandingkan hasil kerja seseorang dengan
standar prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dengan
penilaian kinerja ini akan dapat diketahui seberapa baik seseorang melakukan
pekerjaan yang diberikan/ditugaskan.

5. Sistem manajemen kinerja yang efektif adalah sebuah proses yang membantu
organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya,
dengan membantu manajer dan karyawan melakukan jpekerjaannya dengan
cara yang semakin baik.

6. Fungsi Badan Legislasi Daerah Fungsi .dapat diartikan sebagai sebuah
substansi peran dari suatu struktur atatiyang diterangkan oleh termasuk
fungsi legislatif.

7. Fungsi legislasi DPRD ,dalam Konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah
substansi peran dari“suyatu struktur atau yang diterangkan oleh fungsi

legislatif.
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BAB. |11

METODE PENELITIAN

Agar didapatkan kesimpulan dari penelitian dan menjawab masalah
penelitian, maka harus ditempuh prosedur-prosedur penelitian yang meliputi
pendekatan metode yang digunakan, jenis data, teknik pengumpulan data dan

teknik analisa data.

A. Pendekatan M etode Pendlitian

Penelitian ini menggunakan metodev deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, yaitu mengambil data-data yang -erkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti sehingga dapat “diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan
komperhensif, yaitu mepggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas
permasalahan-permaSatahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja DPRD
Kabupaten Sintang ~dengan hubungan eksekutif dalam melaksanakan fungsi
legislasi.“Pengelitian ini dipaparkan secara diskriptif dengan metode pendekatan
yuridis administrasi publik. Suryabrata (2000:37), menyatakan bahwa “Penelitian
deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau
fenomena keadaan yang sedang terjadi”. Digunakanya metode deskriptif ini,
karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta
yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk membahas peraturan perundang-undangan yang memberikan
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amanah kepada DPRD dalam hal legislasi, sedangkan pendekatan sosiologis
dimaksudkan untuk melihat berlakunya peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang fungsi dan wewenang DPRD dalam legislasi.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan

para narasumber berikut ini:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sintang periode 20Q09-2014

2. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten{Sintang periode 2009-2004 (Ketua
Fraksi, panitia legislasi dan anggota DPRD)

3. Partai-partai politik yang, mefnpunyai kursi di Kabupaten Sintang periode
2009-2014

4. Pemerintah DaerairiKabupaten Sintang bagian Hukum

5. Masyarakat

2. Data Sekurider

Yaitu data-data yang diperoleh melalui study kepustakaan, study terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi Legislasi

DPRD Kabupaten Sintang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan jenis alat pengumpul data berkaitan erat dengan teknik

pengumpulan data yang digunakan. Alat pengumpul data berfungsi untuk
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mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Lembar observasi atau observasi sering digunakan untuk mengukur
tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat
diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan
(Sudjana, 1999:84). Melalui observasi dapat diketahui dagaimana Kinerja
anggota DPRD Kabupaten Sintang, kegiatan yang, dilakikannya, tingkat
partisipasi dalam suatu kegiatan dan lainnya. Observasi harus dilakukan pada
saat proses atau kegiatan yang akan diamatisedang berlangsung.

Untuk melakukan observasi, maka disusun terlebih dahulu lembar
observasi. Hadi. A dan Haryono (1£998:128) menyatakan, “Lembar observasi
adalah lembar pencatatar secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada
objek penelitian”. L“emibarobservasi disusun dengan maksud untuk memantau
jalannya pelaksanaan legislasi DPRD di Kabupaten Sintang.

Teknik” pengumpulan data melalui observasi secara partisipan
dimaksUdkan adalah untuk melakukan pengamatan secara partisipatif tentang
kinerja DPRD Kabupaten Sintang yang telah dilakukan dalam melaksanakan

fungsi Legislasi.

2. Wawancara

Sebagai salah satu alat pengumpul data, maka wawancara dapat pula

digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar (Sudjana, 1999:68).
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Kelebihan wawancara adalah peneliti bisa kontak langsung dengan responden
sehingga dapat memperoleh jawaban yang lebih bebas dan mendalam dari

responden. Pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang dan dijelaskan lagi.

Sebelum melakukan wawancara, maka terlebih dahulu disusun
panduan wawancara. Panduan wawancara memuat beberapa pertanyaan yang
akan ditanyakan kepada responden. Fungsi panduan wawancara adalah agar
pertanyaan yang diajukan kepada responden tidak menyimpang dari variabel
yang hendak diungkap. Wawancara dalam penelitian ini difakukan terhadap
anggota DPRD dan instansi yang bersangkutan yang, terkait dalam bidang

legislasi.

Dalam penelitian ini juga dilakukan/wawancara mendalam (indepth
interview). Metode ini dimaksudkap-antuk memperoleh informasi secara luas
dari tokoh kunci (key informar), Key informan yang dimaksudkan adalah

mereka para pengambilebijakan.

3. Dokumentasi

Yaijtuteknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai
data pendukung dalam penelitian ini. Data yang dimaksud adalah hasil

produk (PERDA) tahun 2010 yang dibuat DPRD bersama dengan eksekutif.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil
data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat

diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan
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kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum

yang berlaku.

Untuk menjawab masalah penelitian, maka dilakukan analisis terhadap
data penelitian. Setelah data-data terkumpul, dengan teknik pengumpulan data
sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya data-data itu diolah, dianalisis
untuk disajikan dalam bentuk kongkret. Dalam mengolah data, dilihat dari segi
tujuan penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif, oleh sebab itu
analisis datanya menggunakan teknik deskriptif analisis, [yakni“suatu metode
penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan _iriformasi tentang keadaan-
keadaan nyata yang berkembang, tujuan utama pénelitian dalam metode deskriptif
adalah untuk menggambarkan sifat suatu Keadagn yang sementara berjalan pada
saat penelitian dilaksanakan atau keaddah yang sudah berlangsung/terjadi, dan

memeriksa sebab-sebab dari gejala, tertentu.

Penelitian deskriptif--dimaksudkan untuk eksplorasi dan Kklarifikasi
mengenai suatu feng@meéna atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan
sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Jenis
penelitian mMr'tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang
ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-
variabel anteseden yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.
Karenanya penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan

pengujian hipotesis.

Penelitian deskriptif lebih dimaksudkan untuk pengukuran terhadap

fenomena sosial tertentu yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran
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secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar

fenomena.

Sedangkan Hadari Nawawi (1998;64) ciri-ciri pokok dari penelitian ini
adalah “Pertama, memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada
saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat
aktual. Kedua, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki

sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang adequat”.

Alasan penulis menggunakan jenis ini karena penelitian”ini sarat dengan
analisis terhadap data-data yang ada bersifat interpretatif terhadap proyeksi
kedepan yang itu sesuai dengan tujuan yang<ngirirdicapai oleh peneliti. Melalui
jenis ini diharapkan akan menghasilkan.informasi bagi pembentukan pengetahuan

baru dan atau kebenaran ilmiah yang, bisa-dipertanggung jawabkan.

E. AnalissData

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang

diinginkan,maka peneliti menggunakan analisis data berupa :

1. Pedoman wawancara atau interview guide yaitu berupa daftar pertanyaan
yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti
dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.

2. Peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses
wawancara dan analisis data.

3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis serta

dokumentasi DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Sintang.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika
pembahasan sehingga pada akhirnya secara garis besar isi dan pola pemikiran

tulisan ini. Dalam penelitian ini mencangkup beberapa bab, yaitu :

BAB | PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penelitian (alas an pemilihan judul),

rumusan masalah, tujuan penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang beberapa Aeorivyang dapat mendukung serta
mempermudah pembahasan terhadap permasalahan terhadap permasalahan
yang timbul serta pémecahan terhadap masalah yang ada yaitu
menyertakan review penefitian terdahulu, konsep kebijakan publik, konsep

kinerja organisasi dan konsep kinerja DPRD.

BAB Il METODE PENELITIAN

Menerangkan mengenai pendekatan metode penelitian, jenis data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, analisis data dan sistematika

penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil dari pengumpulan data yang berkaitan dengan judul dan

fokus penelitian serta analisis data
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BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang menyajikan tentang beberapa kesimpulan atas hasil
penelitian di lokasi penelitian dan saran-saran yang diberikan peneliti

terhadap hasil penelitian yang dilakukan.
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BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan
Dari penyajian data fokus penelitian dan hasil pembahasan yang telah
dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang dalam pembentukan
PERDA adalah dapat dilihat dari terlaksananya hak yang dimiliki. Hak yang
berhubungan lansung dengan fungsi legislasi adalahshak inisiatif DPRD dan
hak mengadakan perubahan terhadap RAPERDA, /Menurut UU No. 10 Tahun
2004 yang kemudian diatur dalam WU, Nos 32 tahun 2004, meliputi
Pengajuan Prakarsa/Hak Inisiatif. Dimana setiap PERDA yang akan di buat,
DPRD harus melakukan empattahapan antara lain meliputi Anggota DPRD
mengajukan usulan prakarsa/Hak Inisiatif RAPERDA kepada Pimpinan
DPRD, Penyusunan-dan Perancangan Naskah, Rapat Paripurna untuk
mendapatkan. persetdjuan yang merupakan penentuan Rancangan dapat atau
tidaknya disetujui menjadi Prakarsa DPRD dan terakhir pengesahan PERDA
oleh Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah, dan pengundangan oleh
Sekretaris Daerah.

2. Hubungan Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Sintang dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah sudah menunjukkan adanya hubungan
kesetaraan dan kemitraan, semestinya masing-masing pihak hendaknya

menjaga agar hubungan tersebut benar-benar digunakan dalam konteks
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pemecaham masalah yang merupakan kepentingan publik, bukan atas
pertimbangan kepentingan golongan tertentu.

3. Sikap kritik dari pihak Legislatif terhadap Eksekutif perlu disikapi secara
positif dalam rangka membangun DPRD yang kuat dan mandiri, terutama
dalam rangka menjalankan fungsi legislasi terhadap pihak Eksekutif sehingga
terwujud pemerintahan yang baik.

4. Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Sintang dalam
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD terkait dengan penyusupan PERDA terdiri
dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi‘kualitas (kurang
memiliki keahlian dalam penyusunan PERDA), Jpengalaman dan sarana
prasarana Anggota DPRD dalam menjalarikan fungsi legislasinya yang sangat
rendah, serta Peratutan Tata Tertib.DPRDyang dianggap terlalu membatasi
sikap dan Kkinerja Anggota\ JBéwan ini terbukti dengan rendahnya
prakarsa/inisiatif yang ,dihasilkan DPRD Kabupaten Sintang. Sedangkan
faktor eksternal, , ‘metiputi hak “recall” yang dimiliki oleh partai untuk
mengontrol . kadernya sangat membatasi kadernya dalam bertindak,
mekanismie-sistem pemilu yang di pandang belum berkualitas dan padatnya

jadwal yang dilakukan oleh DPRD.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran agar
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat berjalan dengan lebih baik antara lain:
1. Sebaiknya DPRD membentuk Panitia Legislasi yang terdiri dari anggota

DPRD dan perwakilan dari pihak eksekutif sehingga PERDA yang dibuat
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berdasarkan program legislasi daerah. Penyusunan Prolegda tersebut sangat
bermanfaat karena dapat menentukan waktu pembahasan RAPERDA dan
PERDA vyang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Anggota DPRD Kabupaten Sintang perlu mengikuti pendidikan professional
penyusunan/legal drafting PERDA serta perlu diadakan workshop dan
lokakarya tentang penyusunan PERDA bagi anggota DPRD terutama bagi
anggota DPRD yang disiplin ilmunya berbeda dengan bidang tugasnya. Hal
ini sangat penting, karena keahlian dibidang ini bagi ‘setiap anggota dewan
sangat penting untuk menambah wawasan mereka/dalam Pembuatan PERDA.
Hal tersebut penting, untuk membekail sanggota DPRD tentang teknik
legidative drafting sehingga dapat memahami teknik dan tata cara
penyusunan suatu PERDA., Penguasaan teknik legidative drafting akan
sangat menunjang dalam-pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

3. Perekrutan calon ariggota-Dewan yang dilakukan oleh partai harus didasarkan
pada kualitas.dan tatar belakang pendidikan formal sehingga anggota DPRD
tidak mengatami kesulitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya termasuk
fungsi Iegislasi.

4. Pada saat proses pembahasan RAPERDA sebaiknya tidak hanya melibatkan
dari eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga melibatkan dari perwakilan
masyarakat sipil karena walaupun secara tidak langsung mereka juga terkena
dampak dari PERDA yang dihasilkan.

5. Anggota DPRD harus responsif dan diharapkan lebih sering melakukan

hearing dengan masyarakat atau pihak kampus untuk menyerap aspirasi
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masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya,
serta mampu merumuskannya ke dalam sebuah produk hukum (PERDA) dan
tidak hanya sekedar menyerap, ditumpuk dan tidak diproses atau ditindak
lanjuti. Selain penyerapan aspirasi itu, DPRD dapat mengetahui fenomena
atau isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tentunya

dapat membantu penggunaan hak inisiatif DPRD dalam penyusunan PERDA.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Proses Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2010
a) Proses Penyusunan RAPERDA
1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu
sendiri?
2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam prosés-mgekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
b) Proses Penyusunan PERDA
1. Bagaimanakah proses mekanismie dalam penyusunan PERDA itu
sendiri?
2. Apa saja peran anggota “DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDAdtu Sendiri?
3. Bagaimanakah (Kinetja” DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunanPERDA itu sendiri?
B. Faktor-Faktor yarig,Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Fungsi Legislasi
DPRD Kabupaten-Sintang Tahun 2010
a) SumberDaya Manusia
1.“Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada
tahun 2010?
2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang
pada tahun 2010?
3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?
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4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada
tahun 20107

b) Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang
periode 2009-2010?

2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

c) Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legi$latif) dan Eksekutif
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang
pada tahun 2010?

2. Apakah hubungan antara DPRD (i egisiatif) dan Eksekutif tersebut
dapat mempengaruhi dalam proeSes peiaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada taliun, 20107

d) Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan~sarana dan prasarana dalam mendukung
proses pelaksanaan’ fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada
tahun 201072

2. Apakah ', ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat
mempengaruhi pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

e) Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya
pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang
pada tahun 20107?

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang
pada tahun 2010?
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Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor 11
Nama Narasumber  : Bapak Harjono Bejang, S.Sos, M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014

A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu
sendiri?
Jawaban :
Penyusunan RAPERDA merupakan salahs satu “wujud pelaksanaan
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun'2004 tentang Pemerintahan
Daerah. RAPERDA yang diajukan, @leh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sintang telah sesuai dengan UU No“32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang telah * bérinisiatif mengajukan RAPERDA.
Mekanisme penyusunan,PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan
RAPAERDA, perancangan RAPERDA, pengajuan RAPERDA,
penyebaran RAPERDA, pembahasan RAPERDA, penetapan PERDA,
pengundangar PERDA sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja “peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
Jawadban :
Masing-masing setiap pihak seperti Bidang Legislasi yang menangani
proses perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan PERDA sudah
ada perannya masing-masing.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
Jawaban :
Kalau dilihat output/produk hukum (PERDA) yang dihasilkan pada tahun
2010 memang masih kurang dari yang kita inginkan, ini karena para
anggota DPRD kurang menggunakan hak inisiatif dalam bidang legislasi.
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B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :

Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan
sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :
Memang diakui masih kurang, dilihat dari jumlah PERDA pada tahun
2010 tidak ada satu pun PERDA usulan dari DPRD yang disahkan.
Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses [ mékanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :
Sudah cukup baik sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan angaota DPRD sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DRRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Belum memadais, ifil_dHihat masih banyak anggota DPRD Kabupaten
Sintang yang/sedang/masih mengambil gelar S1 dan S2.

2. Apakah.tingkat“pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
20107
Jawaban :

Secara tidak langsung sangat mempengaruhi.

3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Belum memadai.

4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?
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Jawaban :
Sangat mempengaruhi.
D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang
periode 2009-2010?

Jawaban :

Kedudukan DPRD dirumuskan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan pula dalam pasal
21 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang yang menyatakan
bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daefahy DPRD sebagai
lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama
dengan Pemerintahan Daerah dalam membentuk PERDA untuk
kesejahteraan rakyat. Secara umum_ DRRDKabupaten Sintang dapat
dilihat berdasarkan fungsi, tugds, weéwenang, hak, kewajiban dan
susunan keanggotaan DPRE_berdasarkan fraksi, komisi dan alat
kelengkapan DPRD.

2. Apakah kondisi/gambaran -Umum DPRD Kabupaten tersebut dapat
mempengaruhi _daiam ~proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban.;
Sangat ‘memipengaruhi.
E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :

Hubungan yang terjadi antara DPRD dan eksekutif dalam penyusunan
RAPERDA dapat dikatakan lebih dominan pihak Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang dari pada DPRD Kabupaten Sintang. Hal tersebut

dikarenakan penyusunan RAPERDA tersebut yang merancang materi
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yang termuat dalam RAPERDA banyak dari pihak Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang dan pihak DPRD tidak ikut merancang.

2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :
Sangat mempengaruhi.
F. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Kurang memadai.

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersgbut dapat mempengaruhi
pada proses pelaksanaan fungsi legislasiDPRD Kabupaten Sintang pada
tahun 2010?

Jawaban :
Sangat mempengaruhi.
G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingKat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada
proses pelaksandan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Belum begitu optimal, mungkin karena kurang pemerataan masyarakat
yang terlibat secara langsung (perwakilan disetiap daerah/kecamatan).

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang
pada tahun 2010?

Jawaban :
Sangat mempengaruhi, guna melihat kondisi yang dibutuhkan

masyarakat.
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Nomor 2
Nama Narasumber : Bapak Anderson, S.H

Jabatan . Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten
Sintang
A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu
sendiri?
Jawaban :
Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan
RAPAERDA, perancangan RAPERDA, pengajuan. RAPERDA,
penyebaran RAPERDA, pembahasan RAPERDA, -penetapan PERDA,
pengundangan PERDA sampai pada tahap, penyebarluasan PERDA.
Penyusunan RAPERDA merupakan galahvsatu wujud pelaksanaan
berdasarkan Undang-undang Nomor321ahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Adapun RAPERDA yang“diajukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang telah_sesuai~dengan UU No 32 Tahun 2004,
Pemerintah Daerah Kahupaten Sintang telah berinisiatif mengajukan
RAPERDA.

2. Apa saja perén/.anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
Jawaban,
Ininmerupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
Jawaban :
Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.

B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :
Pada setiap tahap perencanaan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten
Sintang tidak memiliki skala prioritas dalam pembuatan PERDA.
Pembuatan PERDA itu sendiri lebih diarahkan pada kebutuhan yang
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diperlukan oleh daerah itu sendiri agar Pemerintah Daerah Kabupaten
Sintang memiliki landasan operasional yang tepat guna. Adapun
mekanisme penyusunan PERDA tersebut dimulai dari proses tahap
perencanaan RAPERDA sampai pada tahap penyebarluasan PERDA itu
sendiri.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :
Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :
Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu.sendiri.
C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan anggota, DRRD sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Ini merupakan hak prefesiranggota DPRD itu sendiri.

2. Apakah tingkat perdidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksandan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
tni merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.

3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.

4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.
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D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang

periode 2009-2010?
Jawaban :
Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.

2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :
Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.
E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabiupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Hubungan antara DPRD dengan. eksekutif dalam penyusunan PERDA
Kabupaten Sintang diwujudkan dengan kegiatan seperti interaksi dan
negosiasi dalam rapat pembahasan RAPERDA yang nantinya akan
diusulkan.

2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat
mempengaruhi’“dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kahupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :
Sarngat mempengaruhi.
F. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi
pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada
tahun 2010?
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Jawaban :
Ini merupakan hak prefesi anggota DPRD itu sendiri.
G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :

Sejauh ini kami selalu melibatkan masyarakat walaupun tidak semua
daerah yang kami libatkan, karena faktor anggaran dan kodisi geografis
yang kurang mendukung.

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapgt rmempengaruhi
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD“Kabupaten Sintang
pada tahun 2010?

Jawaban :
Sangat mempengaruhi, guna melihat Kendisi realita di masyarakat secara

langsung.
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Nomor 3
Nama Narasumber : Bapak Zainudin, S.Pd
Jabatan : Anggota DPRD periode 2009-2014

A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu
sendiri?
Jawaban :
Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan
RAPAERDA, perancangan RAPERDA, pengajuan RAPERDA,
penyebaran RAPERDA, pembahasan RAPERDA,, penetapan PERDA,
pengundangan PERDA sampai pada tahap penyebariuasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam/ prgses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
Jawaban :
Sampai saat ini kami bekerja sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku dalam pembuatan PERDA.

3. Bagaimanakah kinerjas DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERBA itu sendiri?
Jawaban :
Kami sudah “hekerja semaksimal mungkin, meskipun dari tahun 1999
sampaisekarang masih kurang menggunakan hak inisiatifnya.

B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagdimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :
Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan
sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :
Memang diakui masih kurang, dilihat dari jumlah PERDA pada tahun
2010 tidak ada satu pun PERDA usulan dari DPRD yang disahkan.
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Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :
Sudah cukup baik sesuai dengan peraturan yang ada.
C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Masih belum memadai.

2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupatén Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Tingkat intelektual sangat mempengaruhiproses pembuatan PERDA.

3. Apakah jumlah anggota DPRD ‘sydah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Belum memadai.

4. Apakah jumlah_anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksandan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Sangat-mempengaruhi.
D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang
periode 2009-2010?

Jawaban :

Secara umum DPRD Kabupaten Sintang dapat dilihat berdasarkan
fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan susunan keanggotaan
DPRD berdasarkan fraksi, komisi dan alat kelengkapan DPRD.
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2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :
Sangat mempengaruhi.
E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :

Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerahl Kdbupaten Sintang
dilakukan dalam bentuk DPRD memberikan pertanyadn dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sintang memberikan pefjeiasan atas pertanyaan yang
diajukan oleh DPRD Kabupaten Sintarig’ sehingga dalam hal ini tidak
terlihat interaksi atau hubungan yang bersifat check and balances.

2. Apakah hubungan antara DPRD_(Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat
mempengaruhi dalam _proses ‘pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 20107
Jawaban :

Sangat mempengaruhi, karena kedua belahpihak saling bekaitan dalam
pembuatan PERDA.
F. Sarana dan Rrasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Kurang mendukung, ini dilihat sulitnya DPRD di Kabupaten Sintang
dalam proses penyusunan PERDA yang dapat membantu masyarakat.

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi
pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada
tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.
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G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Belum begitu optimal.

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang
pada tahun 20107?

Jawaban :
Sangat mempengaruhi, guna melihat kondisi yang dibutuhkan
masyarakat.
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Nomor 4
Nama Narasumber : Bapak Samson, S.Sos
Jabatan : Warga Masyarakat Kecamatan Dedai

A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu
sendiri?
Jawaban :
Secara teori di dalam mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai
dari tahap perencanaan RAPAERDA, perancangan RAPERDA,
pengajuan RAPERDA, penyebaran RAPERDA;™ pembahasan
RAPERDA, penetapan PERDA, pengundangars, PERDA sampai pada
tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalami--proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA itu sendiri?
Jawaban :
Kurang keterbukaan terhadap-imasyarakat oleh pihak DPRD dan
Eksekutif dalam pemhudatan PERDA.

3. Bagaimanakah kinerja “DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RARERDA itu sendiri?
Jawaban :
Kurang, “memuaskan masyarakat karena inspirasi kami tidak sesuai
derigan janji-janji para anggota DPRD..

B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :
Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan
hingga pada tahap penyebarluasan PERDA sampai kepada masyarakat.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :
Kurangnya sosialisasi dari pihak DPRD (Legislatif) dan Eksekutif
menjalankan PERDA yang ada.
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3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan PERDA itu sendiri?
Jawaban :

Kurang memuaskan.
C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Belum memadai.

2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupatén Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Sangat-sangat mempengaruhi karena sehafusiya mereka sebagai pemipin
mempunyai intelektualitas yang mémadai:

3. Apakah jumlah anggota DPRD. sudah memadai dalam proses
pelaksanaan fungsi legislasi DRRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Perlu adanya penarmibahan penerimaan calon DPRD (Legislatif).

4. Apakah jumiah“anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam
proses pelaksandan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
20102
Jawaban :

Sarngat mempengaruhi.
D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang
periode 2009-2010?

Jawaban :
Tidak tahu.

2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
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Jawaban :
Sangat mempengaruhi.
E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Masih terasa kuatnya faktor politik yang menonjol.

2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :
Sangat mempengaruhi.
F. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dah prasarana dalam mendukung proses
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
Jawaban :

Tidak tahu.

2. Apakah ketersediadr sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi
pada proses_ pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada
tahun 2010%

Jawaban :
Sangat/mempengaruhi.
G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun
2010?

Jawaban :
Belum begitu optimal, karena tidak semua masyarakat terlibat dalam
proses pembuatan PERDA.
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2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang
pada tahun 20107?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi, guna melihat kenyataan yang sedang dialami oleh
masyarakat, khususnya yang ada dipelosok-pelosok (yang tidak mampu
ditembus jalur transportasi darat).
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BIODATA PENULIS
Nama : MARTONO

Tempat/Tanggal Lahir : Pengan, 15 Desember 1985

Jenis Kelamin > Laki-laki
Status > Kawin
Pekerjaan . Swasta
Agama - Katolik

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 20 Dedai Kabupaten Sintang
2. SMP Negeri 2 Dedai Kdbupaten Sintang
3. SMU Negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang

4. Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat - JI.Sintang=Nanga Mau, Desa Emparu Kecamatan Dedal
Nama Isteri : Teadosia Merry Hepiana, S.Pd

Pekerjaan Isteri . PNS (Guru SMP Negeri 2 Dedali)

Nama Anak : Miracle Tantaqueen

Nama Orang Tua

- Ayah : NAWAN
- lbu : SUSANA. B
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